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Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  (LKjIP)
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru
merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas
kinerja  pencapaian sasaran strategis Tahun

Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintan
(LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Banjarbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi  Pemerintah  (LKjIP) di  Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas. Berfungsi,
sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta
wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan
alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Banjarbaru.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Namun hal tersebut menjadi casbul bagi kami semua untuk lebih baik di masa depan.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan utama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Tahun 2023 menyampaikan
pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Tahun 2023.
Nantinya LKjIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, juga dapat
digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja serta pendorong demi terwujudnya

pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru merupakan satuan kerja vertikal yang
berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan
dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.HH-06.0T.01.02 Tahun 2014 Tentang Pembentukkan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie, Dharmasraya, Banjarbaru, Pahuwato, Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Sigli, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Batam,
Lembaga Pemasyarakatan narkotika Kelas IIB Sawah Lunto, Palembang dan Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Rumbai. Kemudian ditingkatkan Kelas menjadi
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru melalui Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.0T.01.03 — tahun 2018 Tentang

Peningkatan Kelas Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru sebagai bagian dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian besar dan tidak terpisahkan
dalam sistem hukum nasional juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan amanat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusuna Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Secara umum pelaksanaan program kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Banjarbaru selama Tahun 2023 sudah berjalan dengan baik, namun demikian harus

kami akui masih terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya yaitu
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antara lain Tingkat Pemahaman Sumber Daya Manusia yang masih kurang serta sarana

dan prasarana di dalam Lapas yang belum dapat di optimalkan.

Adapun Capaian Kinerja Lapas Kelas IIB Banjarbaru Pada Tahun 2023 vyaitu
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit
Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di
wilayah, Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan
dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi, Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan
Ketertiban di wilayah sesuai standar, Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen
Satker.

Realisasi Belanja instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru pada Tahun
2023 adalah sebesar Rp22.774.077.935 atau sekitar (98,57%) dari anggaran belanja
sebesar Rp23.104.302.000.

Guna peningkatan capaian kinerja dibidang pada tahun mendatang, Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru akan mengupayakan meningkatkan kualitas dan

kuantitas SDM dan melengkapi sarana dan prasarana dalam Lapas yang kurang.
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Daftar Isi

Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Bab I Pendahuluan

Latar belakang

. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Maksud dan Tujuan

. Aspek Strategis

Isu Strategis

f. Sistematika Laporan
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Bab II Perencanaan Kinerja

a. Rencana Strategis
b. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi
b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran
d. Capaian Kinerja Lainnya

Bab IV Penutup

a. Kesimpulan
b. Saran

Lampiran
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“Lapas Banjarbaru adalah milik kita bersama.
Laksanakan target kinerja yang sudah Kkita sepakati
bersama.

Dengan motto baru yaitu “TANGGUH” yang merupakan
akronim dari “Transparan, Tanggung Jawab, Gigih,
Unggul, Harmonis” diharapkan menjadi sebuah
kekuatan baru dalam melaksanakan tugas dan fungsi
kita sebagai Petugas Pemasyarakatan.

Tingkatkan pemahaman Tata Nilai “PASTI”, bekerja
dengan core value ASN “BerAKHLAK” maka apa yang
kita lakukan akan selalu berada di jalan yang benar.
Tingkatkan sinergitas dengan instansi lainnya yang

memiliki hubungan dengan kita dan juga masyarakat.”

I Wayan Nurasta Wibawa
Kepala Lapas Kelas IIB Banjarbaru
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Bab I

Pendahuluan

a. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru merupakan satuan kerja vertikal yang
berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.
Dibentuk melalui Surat Keputusan Menteru Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.HH-06.0T.01.02 Tahun 2014 Tentang Pembentukkan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie, Dharmasraya, Banjarbaru, Pahuwato, Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Sigli, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Batam,
Lembaga Pemasyarakatan narkotika Kelas IIB Sawah Lunto, Palembang dan Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Rumbai. Kemudian ditingkatkan Kelas menjadi
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru melalui Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.0T.01.03 — tahun 2018 Tentang

Peningkatan Kelas Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru sebagai bagian dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian besar dan tidak terpisahkan
dalam sistem hukum nasional menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian

hukum serta pemajuan Hak Asasi Manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Tak kalah pentingnya ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru juga
mengemban tugas dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia yang harus mewujudkan
hukum sebagai Panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian hukum

terutama bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan keluarganya.
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b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Inonesia Nomor
M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemasyarakatan yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIB Banjarbaru mempunyai Tugas dan fungsi yaitu :

TUGAS FUNGSI

Melakukan pembinaan narapidana/Anak Didik
Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan
mengelola hasil kerja

Melakukan bimbingan sosial/kerohanian
narapidana/Anak Didik

Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib
LAPAS

Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Melaksanakan
pemasyarakatan
narapidana/Anak Didik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Banjarbaru dibagi menjadi 4 Bagian, yaitu :

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI
1. Sub Bagian Tata Usaha Melakukan urusan kepegawaian,keuangan,surat-
menyurat,perlengkapan dan rumah tangga
1.1. Urusan Kepegawaian melakukan urusan kepegawaian dan keuangan

dan Keuangan

melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah

1.2. Urusan Umum
tangga

2. Seksi Bimbingan
Narapidana/Anak Didik dan
Kegiatan Kerja

memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/Anak Didik
dan Bimbingan Kerja

melakukan tugas pencatatan, membuat statistic, dokumentasi
sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani,
memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan,
asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/Anak Didik

2.1, Sub seksi Registrasi dan
Bimbingan
Kemasyarakatan
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2.2. Sub seksi Perawatan mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi
Narapidana/Anak Didik | narapidana/anak didik

2.3. Sub Seksi Kegiatan memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana
Kerja kerja dan mengelola hasil kerja

mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan
pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan
berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta
menyusu laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan
tata tertib

3. Seksi administrasi
Keamanan dan Tata Tertib

mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan

3.1.  Sub Seksi Keamanan .
pembagian tugas pengamanan

menerima laporan harian dan berita acara dari satuan
pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan
berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib

3.2.  Sub Seksi Pelaporan
dan Tata Tertib

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap
narapidana/anak didik;

- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;

- Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan

4. Kesatuan Pengamanan pengeluaran narapidana/anak didik;
Lapas - Melakukan  pemeriksanaan  terhadap  pelanggaran
keamanan;

- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan
pengamanan
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Daftar nama pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

No NIP NAMA JABATAN UNIT KERJA
I WAYAN NURASTA WIBAWA, KEPALA LAPAS KELAS I1IB
1 | 19800405 200012 1 001 AMd.IP., S.Sos., M.Si. BANJARBARU LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

19890919 200901 1 001

SEPTYAWAN KUSPRIYO

PRATOMO, Amd.IP., S.AP., M.M.

KEPALA KESATUAN PENGAMANAN
LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

19670413 199403 1 003

TAMBERIN

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

19930126 201608 1 001

BAGUS PARAS ETIKA, AMd.P.,
S.AP., M.H

KEPALA SEKSI BIMBINGAN
NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN
KEGIATAN KERJA LAPAS KELAS
[IB BANJARBARU

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

19840205 200801 1 001

SABAR ANJU PADANG, S.H.

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI DAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN
LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

19800916 200112 1 001

AMAN TUBILLAH

KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN LAPAS KELAS IIB
BANJARBARU

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

19790424 200703 1 001

HERRY AGENG SUDARNO
YOGHO, S.AP

KEPALA URUSAN UMUM LAPAS
KELAS 11B BANJARBARU

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

19930618 201608 1 001

YUSUF ARIFANDI, A.Md.P., S.H.

KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI
DAN BIMBINGAN
KEMASYARAKATAN LAPAS KELAS
[IB BANJARBARU

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

19830718 200604 1 001

DEDY SAFITRI, S.H.

KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN
NAPI/ANAK DIDIK LAPAS KELAS IIB
BANJARBARU

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

10

19880607 200801 1 001

ADY TRI MARWOKO, S.H.

KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN
KERJA LAPAS KELAS IIB
BANJARBARU

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

11

19700628 199403 1 001

SAHRI MULYANTO

KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN
LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
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19850111 201012 1 002

TRI ANDI WIDIARTO, S.H., MA

KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN
DAN TATA TERTIB LAPAS KELAS
[IB BANJARBARU

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

13

19721218 200112 1 001

AHMAD SUHAIMI, SE

KOMANDAN JAGA
PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

14

19720514 200112 1 001

SALIMUDDIN

KOMANDAN JAGA
PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

15

19700721 200210 1 001

SHALAHUDDIN

KOMANDAN JAGA
PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

DWIMAS GADING

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

16 | 19910606 201212 1 001 ENDARYANTO, S.H. PETUGAS/ANGGOTA JAGA
17 | 19820603 200703 1 001 | DANI IRAWAN PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 118 BANJARBARU
KOMANDAN JAGA LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
18 | 19840617 200801 1 001 | AGUNG DWI KURNIAWAN PEMASYARAKATAN
/KEIMIGRASIAN
19 | 19850813 200801 1 002 | FAISAL AKBAR PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1B BANJARBARU
20 | 19860107 200801 1 001 | MUHAMMAD FADLI YANNUR PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1B BANJARBARU
21 | 19910107 201012 1 001 BINSAR PANDAPOTAN PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
SIDADOLOG
22 | 19890217 201212 1 002 | M. FAHRIAN RIYADI PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1B BANJARBARU
23 | 19891002 201712 1 006 | ABDURRAHMAN PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1B BANJARBARU
24 | 19900206 201712 1 006 | RAIES FAEDANIE PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1B BANJARBARU
GT. MUHAMMAD AJIE MUKMIN LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
25 | 19900209 201712 1 002 RAHMATULLAH PETUGAS/ANGGOTA JAGA
26 | 19900424 201712 1 001 | HAFIZAR HANAFI PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1B BANJARBARU
27 | 19900614 201712 1 002 | NOORHIDAYAT PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 118 BANJARBARU
28 | 19900814 201712 2 002 | NIDYA PRASTIWI PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 118 BANJARBARU
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29

19900920 201712 1 001

MISRANNUDIN

PETUGAS/ANGGOTA JAGA

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

30

19901023 201712 1 003

ALFIAN NOOR

PENGAMAN PEMASYARAKATAN
PEMULA

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

31 | 19910103 201712 1 004 | ADRIAN HADI GUNA MULYA | PETUGAS/ANGGOTA JAGA
32 | 19910201 201712 1 002 | RAHMAT SAFA'AT PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
33 | 19910411 201712 1 002 | MARYADI SETIAWAN PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
34 | 19910510 201712 1 004 | MUHAMMAD FITRIYADI PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
35 | 19910607 201712 1 001 | ARIYADI WIJAYANTO PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 118 BANJARBARU
36 | 19910612 201712 1 004 | ADIANOR HIDAYATULLAH PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
37 | 19910624 201712 1 001 | HERI AKBAR SURYANANDA | PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 118 BANJARBARU
38 | 19910717 201712 1 005 | NIZAR ZULMI PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
39 | 19911117 201712 1 003 | WAHYU INDRA WARDANA PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
40 | 19911124 201712 1 002 | HENDRA NOVIANSYAH PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
41 | 19920702 201712 1 005 | AFRAHANI PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
42 | 19921008 201712 1 003 | HAMDANI PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
43 | 19921113 201712 1 005 | KHALID FADULLAH PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
44 | 19921124 201712 1 001 | ANDIKA NOVRIZAL PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
45 | 19921201 201712 1 002 | BOYKE RELLA ABIMANYU PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
46 | 19930102 201712 1003 | ALI AKBAR SUPRAYOGI PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 118 BANJARBARU

:.."; PASTT ryara

REFORMASI

HUKUM

SRUPS,

B
P

H-"\'

e learning d




LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

47 | 19930624 201712 1 003 | DENNY BIMANTARA PETUGAS/ANGGOTA JAGA

48 | 19931217 201712 1 005 | DEDY SETIYAWAN PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1B BANJARBARU
49 | 19940418 201712 1 003 | MUHAMMAD IQBAL ERLANGGA | PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1B BANJARBARU
50 | 19941021 201712 1 002 | MUHAMMAD JUNAIDI PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1B BANJARBARU
51 | 19941028 201712 1 001 | MUHAMMAD RIFA’I PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 118 BANJARBARU
52 | 19950623 201712 1 005 | DARU DWI UTOMO PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1B BANJARBARU
53 | 19951027 201712 1 001 | MASTURI PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 118 BANJARBARU
54 | 19951111 201712 1 002 | MUHAMMAD NOOR PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
55 | 19960112 201712 1 006 | M. ZAINUL IRPANSYAH PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 118 BANJARBARU

56

19960406 201712 1 001

MUHAMMAD HENDRA PRIBADI

PENGAMAN PEMASYARAKATAN
PEMULA

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

57 | 19960524 201712 1 001 | FAJAR TRIANTO PETUGAS/ANGGOTA JAGA
58 | 19960703 201712 1 005 | AKH. ANSARI PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
59 | 19960719 201712 1 004 | RIZKI SURYA DHARMA PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
60 | 19960930 201712 1 003 | ADIE SURYA SEPTIAWAN PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
61 | 19920205 201712 1 003 | BAGUS SATRIA FEBRIANUR | PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
62 | 19931028 201712 1 001 | TRIDA SETIAWAN PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
63 | 19961119 2017122001 | LINTANG RETTY DEWI PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
64 | 19970326 201712 1 001 | ARIYANTO PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 118 BANJARBARU

W) icare

REFORMASI

HUKUM
PAST/ vy

SRUPS,

B
P

H-"\'

e learning d




65

19970412 201712 1 003

ERWIN TRI HATMAJA

PETUGAS/ANGGOTA JAGA

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

66

19970528 201712 1 003

DIKA AL ARIF

PENGAMAN PEMASYARAKATAN
PEMULA

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

67 | 19970624 201712 1 003 | MUHAMMAD KEMAL LAUDE PETUGAS/ANGGOTA JAGA

68 | 19971108 201712 2 003 | SHINTA JELITA PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1B BANJARBARU
69 | 19980105 201712 1 004 | PRIYANDY DEWANDONO PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 118 BANJARBARU
70 | 19980122 201712 1 004 | RIZKI MARDHI ALWAN PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1B BANJARBARU

71

19980328 201712 1 004

KHATAMI MUHAMMAD

PENGAMAN PEMASYARAKATAN
PEMULA

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

72 | 19980501 201712 1001 | AMIN MUZAKIR PETUGAS/ANGGOTA JAGA

73 | 19980520 201712 1001 | MUHAMMAD HELMI BADRUL | PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
74 | 19980813 2017121004 | MATEMAAD FATHUR PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
75 | 1998129 201712 1 001 | MUHAMMAD PANDU D ETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
76 | 19990314 201712 2001 | HURUL AIN PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
77 | 19990414 201712 1006 | RASYID PHARI KAYUNA PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

78

19990426 201712 1 002

ASHADI EKO KURNIYAWAN

PENGAMAN PEMASYARAKATAN
PEMULA

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

79

19990428 201712 1 004

MUHAMMAD RIFKY

PETUGAS/ANGGOTA JAGA

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

80

19990520 201712 1 001

MUHAMMAD BANGKIT
SATRYAWAN

PETUGAS/ANGGOTA JAGA

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

81

19830808 201012 1 002

MUHAMMAD HERIYADI

PENGELOLA BARANG MILIK
NEGARA

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

82

19891230 201101 2 004

DESSY MERRYANA SAGALA,
A.Md.Keb.

PENGELOLA KEUANGAN

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
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83 | 19900630 201712 1 003 | FERMADY BENDAHARA PENGELUARAN LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
84 | 19910522 201712 1 001 | MUHAMMAD FAUZI PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS [IB BANJARBARU
85 | 19920707 201212 1001 | MUHAMMAD DICKY SUBAGJA | PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
86 | 19920925 202012 1001 | AHMAD AFFAN HERNADI PENJAGA TAHANAN LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
87 | 19931015 201712 1001 | HASAN MUBAROK PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
88 | 19951003 202012 1001 | ALDY REZA SAPUTRA PENJAGA TAHANAN LAPAS KELAS 1B BANJARBARU
89 | 19960101 201712 1007 | ABDULLAH ISLAMI PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
90 | 19960809 202012 1 001 | MUHAMMAD HAMIDI PENJAGA TAHANAN LAPAS KELAS 1B BANJARBARU
o1 | 19970213 202012 1 002 | MUHAMAD FEBRIANOR PENJAGA TAHANAN LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
92 | 19970423 202012 1002 | MUHAMMAD NOR IKHSAN PENJAGA TAHANAN LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
o3 | 19980311201712 1001 | AL LAIL QODAR PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
94 | 19980401 201712 1 002 | IBRAHIM HASAN PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
95 | 19980601 201712 1 002 | HARRY ANDANI PETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1IB BANJARBARU
96 | 19990324 202012 1001 | KHASBI NASRULLOH FIRDAUS | PENJAGA TAHANAN LAPAS KELAS 1B BANJARBARU
97 | 19990714 202012 1 002 | MUHAMMAD GIBRAN PENJAGA TAHANAN LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
o8 | 19990725 2017122 001 | NGGIT FITRIA YOLASARI P ETUGAS/ANGGOTA JAGA LAPAS KELAS 1B BANJARBARU
99 | 20000714 202012 1 001 | RAHMANI NOOR PENJAGA TAHANAN LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
100 | 20010828 202012 1001 | TEGAR PRAMUDYA PENJAGA TAHANAN LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
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101

19831017 200801 1 001

MUHAMMAD ZULKARNAEN
FAHLEVI

PENGOLAH DATA LAPORAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

102

19891221 201503 2 002

TERA ROSILAWATI, AM.Keb.

PENGELOLA SISTIM DATABASE
PEMASYARAKATAN

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

103

19900307 201212 1 002

ARBY PRATAMA DIKJAYA, S.H.

PENGELOLA SISTEM DATABASE
PEMASYARAKATAN

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

104

19901208 201012 1 001

ARIE IMAM CAHYADI

PENGELOLA DAN PENGOLAH
MAKANAN

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

105

19910203 201212 1 001

WAHYU SUMA ISTIAWAN, S.H

PENGELOLA PEMBINAAN
KEPRIBADIAN

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

106

19910210 201503 1 004

ERWAN PEBRI PURNOMO,

PENGOLAH DATA KESEHATAN

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

A.Md.Kep.
ERWIN PRATIWI PUTRI, PENGELOLA SISTIM DATABASE | LAPAS KELAS I1B BANJARBARU
107 | 19910730 201503 2 005 | 5 b, PEMASYARAKATAN
108 | 19910912 201503 1002 | SETIADI KURNIAWAN, AMd. | FENCELOLA PEMBINAAN LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
KEMANDIRIAN
PENGELOLA SISTIM DATABASE | LAPAS KELAS 118 BANJARBARU
109 | 19911021 201503 1001 | RAKHMAN ARIF, AMd. DM ST AT AT AN
PENGELOLA SISTIM DATABASE | LAPAS KELAS I1B BANJARBARU
110 | 19921128 201503 2 005 | TRI RAHAYU PUTRI, AMd.Kep. | periocroh 31

111

19921220 201212 1 001

MUHAMMAD WAN NOOR, S.H.

PEMBINA KEAMANAN
PEMASYARAKATAN PERTAMA

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

112

19930622 201503 1 001

AHMAD SYAFIQ HALWAN,
S.Kom

PENGELOLA SISTIM DATABASE
PEMASYARAKATAN

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

113

19930728 201212 1 001

MUHAMMAD RIZA JULIPARIN,
S.H.

PEMBINA KEAMANAN
PEMASYARAKATAN PERTAMA

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

114

19940630 201712 1 008

M. FAISAL ANSHORI

PENGELOLA KELENGKAPAN DAN
PERAWATAN
NARAPIDANA/TAHANAN

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

115

19951219 202203 1 002

FAHRUL ROZI, A.Md.Kep

PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT

LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
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Sebaran rincian jabatan struktural dan fungsional di Lapas Kelas IIB Banjarbaru Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

PEGAWAI

ISl — = JUMLAH

NO | PASTHS | oo | peewr | eevoas [ T PEVBIVBING TABATAN FUNGSIONAL | el
STRUKTURAL | KEAMANAN PK BK DOKTER | PERAWAT | LAINNYA | L | P

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 131 1 15
1 798 1979 1 n 3 9 - 1 - 106 9 115
2
L}
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
JUMLAH

TN S
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Tingkat pendidikan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Tahun 2023 sebagai berikut :

1 |SLTP 0

2 |SLTA 0

3 |SLTA-IPA 70[ § 8 6 2 1 92

4 [SLTA-IPS 0

5 |SLTA-BAHASA 0

6 |SLTA-BISNIS DAN MANAJEMEN 0

7 |SMK-TEKNOLOGI KOMPUTER DAN JARINGAN 0

8 D 0

9 |[DI-AKIP 1 1
12 |DII-MANAJEMEN KOMPUTER 0

13 _ I TIKA 1 1
14 |DII-KEPERAWATAN 2| 1 3
15 |DII-KEBIDANAN 2 1 3
|16 |DII-PERTANIAN 1 1
17__ |81 2 2
18 |S1-AKIP 1 1
19 |S1- HUKUM 2 4 1 7
|20 [S1- EKONOMI 2 2
21__|S1-ADMINISTRASI NEGARA 0
22 |S1-AKUNTANSI 0
23 182 1 1 2
24 |sa. 0
25 |Lain-lain 0
TOTAL ofo/ojojofojofof70 5/ o] of 8 o[11) 3] 7| of 8 1| 1| o] o] of 1| o] of o] o] o] o o] o o] o o] 115

= m'ﬁ‘m"
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STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJARBARU

KEPALA
Amico Balalembang
NIP. 198204182000121001

KASUBBAG TU
Drs. Tamberin, M.A
NIP. 196704131994031003

KAUR UMUM KAUR KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
Herry Ageng Sudarno Yogho Aman Tubillah
NIP. 197904242007031001 NIP. 198009162001121001

KASI BINAPIGIATIA
Ka. KPLP BAGUS PARAS ETIKA, A.Md.P., S.AP.,
Septyawan Kuspriyo Pratomo M.H
NIP. 198909192009011001 NIP. 199301262016081001

KASI ADM KAMTIB
Sabar Anju Padang, S.H.
NIP. 198402052008011001

KASUBSI KEGIATAN KERJA KASUBSI PELAPORAN DAN TATIB KASUBSI KEAMANAN
Ady Tri Marwoko, S.H. Tri Andi Widiarto,, S.H. Sahri Mulyanto
NIP. 198402052008011001 NIP. 198501112010121002 NIP. 197006281994031001

Regu PengamananA, B, Cdan D KASUBSI REGISTRASI DA BIMKEMAS KASUBSI PERAWATAN
Yufuf Arifandi, A.Md.P Dedy Safitru, S.H.
Staf KPLP NIP. 199306182016081001 NIP. 198307182006041001
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¢. Maksud dan Tujuan
v' Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Banjarbaru kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandat;
v Sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai
dan bagaimana proses pencapaiannya;
v' Sebagai wujud keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian

visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM.

d. Aspek Strategis

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru memiliki aspek strategis penting
dalam peran sertanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran serta ini antara

lain yaitu :

v berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;

v' Untuk Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas
penyelenggaraan pelayanan publik;

v" Untuk Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi

dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional

e. Isu strategis

Adapun Isu strategis yang menjadikan pentingnya peran organisasi dalam

penyelenggaraan pemerintah di Lapas Kelas IIB Banjarbaru adalah sebagai berikut :

v Pemahaman pegawai yang belum optimal terhadap Standar Operasional
Prosedur dalam melaksanakan pekerjaannya;

v' Tenaga medis yang masih kurang baik dokter ataupun perawat yang merupakan
pegawai tetap;

v' Masih terjadinya over crowded yang bisa dilihat dari kapasitas yang hanya 798

orang namun diisi untuk 1965 orang Warga Binaan Pemasyarakatan;
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v/ Opini Badan Pemeriksa Keuangan tentang laporan keuangan

v' Masih kurangnya tenaga pengamanan

Sistematika Laporan

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap
tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, yang telah diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur,
dengan sasaran /target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik.

Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru ini dapat
menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap kinerja yang lebih tajam, sehingga
bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Adapun Sistematika
dari penyusunan Laporan Kinerja instansi pemerintah (LKjIP) di Lapas Kelas IIB

Banjarbaru adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai Pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Tahun
2023.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Tahun 2023.

SRS, ]

G )| PASTY Myara

aq\'

) S i
wiss learning § e Wr
B <1l Y A N %‘ f



BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi,

struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan

Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja dan upaya yang dilakukan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru dalam mencapai target kinerja sesuai
Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Tahun 2023 serta upaya dan

strategi meningkatkan capaian kinerja Tahun 2024.
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Bab II

Perencanaan Kinerja

a. Rencana Strategis

> Visi
Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima
tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas.
Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi
pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan
kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan
serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah making delivered,
menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.
Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024,
telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah

kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi
Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:
Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

N o u ks LN =

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap

warga;
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8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam

pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia
Maju) adalah:

1.

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan

talenta global;

. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan

produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan
wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan
nilai tambah perekonomian rakyat;

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law,
terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan
Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas
prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya
saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi

kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi,

pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi
Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional,

Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil

Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”
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> Misi
Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM
melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 vyaitu
perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga
Negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan
terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi

Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan
Melindungi Kepentingan Nasional
Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian vyang
bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan
dibidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka
Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk
mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi
kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus
disukseskan.
Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan
yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-
undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga
terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM vyaitu
melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan
berkesinambungan sehingga produk hukum vyang telah dibentuk dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan
kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan

bahwa:
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a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda
penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi
(regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and
benefit analysis/CBA) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk
1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku
dan substansinya mengatur hal yang sama);

b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas
dibandingkan kuantitas;

c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-
undangan;

d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan
peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database
peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;

e. Terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-
undangan; dan

f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus
sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja

pemerintah.

. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang
Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga
bertanggung jawab memberikan layanan publik dibidang hukum secara adil dan
berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pelayanan publik dibidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM
meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan
kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan
dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan

akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.
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Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian
Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan
publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang
berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang
pendapatan Negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus
memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB)
sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia. Layanan dibidang hukum
lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga
mengkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi
dinegeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat
juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu mengkontribusi positif,
sehingga Negara hadir ditengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik
melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang
berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai
dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta
untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari
penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi
pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service),
penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan

ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual,
Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang
Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus

adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:
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e Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi
hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak
kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas
sehingga mampu mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi
nasional.

e Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas
keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen
keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan
NKRL.

e Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik
dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan
dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara adalah sebagai “Check and Balance” dalam Mendukung Penegakan
Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi
Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta
keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang
bukti dan benda- benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan

putusan pengadilan.

e Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk
mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan
internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan
pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan
hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional
terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (Zransnational crimes). Proses
ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan
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politk yang sama (mutual interest), keuntungan yang sama (mutual
advantages), tujuan yang sama (mutual goals), dan penghormatan atas asas
state souvereignty.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah
mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui
optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-
undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak
hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal
lembaga penegak hukum.

. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi
Manusia yang Berkelanjutan
Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri

setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati,
dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan
menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi
seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab
negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran
serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang
merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi
manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan
HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut
dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini
dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi
manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif
pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana AKksi
Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik
Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam

pelaksanaan RANHAM generasi ke-V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian
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isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang
disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang
menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai
tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah
terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-
satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan,
perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan

pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan

kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum

masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang

positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem

hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari

sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum

adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan

perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel), tidak sepenuhnya

bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat

dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang

tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan

Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang
dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki

kualitas kehidupan mereka (collective undertakings).
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b. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk
membangun  kekuatan individu dan masyarakat agar mampu
mengapresiasikan diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang
melemahkannya (self expression)

Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas

korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak

Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian

yang telah terjadi.

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan

negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas

dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan
narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan

berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi
Birokrasi dan Kelembagaan.
Misi keenam ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi

teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat

sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar

seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai
dengan prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan

mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain :

a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen
talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan
eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.

b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan
instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.

c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi

sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan
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akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan
penganggaran;

d. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu
di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban
bersama” (matual obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralisme,

harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami
hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak
mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan
bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan
pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai
negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya,
bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka
Tunggal Ika.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan
pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika.
Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus
ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan,

dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian
dan Pemasyarakatan
Pada misi ketujuh ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga

stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Di
bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya
menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan
negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni
preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan
upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan

pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun
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tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan
RI di Luar Negeri, TPI dan PLBN maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian

seluruh Indonesia.

> Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan
dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan
tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian
Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024

sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan
melindungi  kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan
peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan
dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah;
dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas,
bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan
HAM yang Prima.

3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual,
keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas
dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong
inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan
kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan
usaha, sekaligus memenuhi  hak-hak warga binaan
pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan
Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari
kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,
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dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara
wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab
serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang
ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang
disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang
dinyatakan dirampas untuk  negara dan mencegah
penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang
melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi
manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi
manusia.

5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan
untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum
masyarakat serta akses keadilan

6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan
pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan
yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai
dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan
ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.

7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi
birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN
Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya

reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Sasaran strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru sebagai suatu outcome/impact dari beberapa
tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan yaitu sebagai
berikut :
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- Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh
lapisan masyarakat;

- Terselenggaranya penegakan hukum di Pemasyarakatan yang menjamin kepastian
hukum bagi masyarakat;

- Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya
Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum
dan HAM RI.

» Tata Nilai

Nilai

Inovatif Profesional

Transparan Akuntabel

Sinergi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum
dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar
bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020- 2024 vyaitu “PASTI” yang

merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.
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Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di
dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya
manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan
memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga
mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam
melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat
sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi
institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas
dunia. Adapun nilai- nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah

sebagai berikut:

> Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas
profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diaharapkan mampu menjadi
aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui
penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas
profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di
Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang
unggul dan berkelas dunia.

> Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana
pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang
dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh
aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat
mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan

ketentuan atau peraturan yang berlaku.

> Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang
menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa
menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama

penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback
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yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini
menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan
kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para
pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi
terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan
HAM dan dengan insititusi terkait.

Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan.
Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta
hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran,
kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya
dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun
lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan
mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
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> Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru
L. Indikator Kinerja Utama
A. Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum
a. Sasaran Kegiatan
- Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah
b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah;

2. Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan
bersertifikat;

3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas
dan kuantitasnya;

4. Persentases klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan
pekerjaan diluar lembaga;

5. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying;

6. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat
memuaskan pada instrument penilaian kepribadian;

7. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi
tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar;

8. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;

9. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi;

10.Persentase tahanan/narapida/anak mendapatkan layanan kesehatan
(preventif) secara berkualitas;

11.Persentase tahanan yang memperoleh Layanan penyuluhan hukum;

12.Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan
berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap;

13.Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah;

14.Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana
penjara

15. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi;

16.Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan
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menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal;

17.Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum;

18.Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib;

19. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya;

20.Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan;

21.persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar;

22.Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi
Sadar, Patuh dan Dispilin;

23.Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan
mental dapat tertangani;

24.Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal;

25.Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib
secara tuntas;

26.Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan
vokasi bersertifikasi;

27.Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar;

28.Persentase narapidana yang bekerja dan produktif;

29.Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus
(Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;

30.Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi;

31.Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS
(ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh);

32.Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban
penyalahgunaan narkotika;

33.Pembinaan kepribadian dan layanan integrase narapidana

34.Kebutuhan dasar dan layanan kesehatan

35.Pembinaan kemandirian narapidana

36.Pelaksanaan kegiatan Rehabilitsi Sosial
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37.Layanan keamanan dan ketertiban

B. Program dukungan Manajemen

a. Sasaran Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1.
2.

Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan

dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu;

. Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan;

5. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

9.

(LPP);

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai
pemasyarakatan;

Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan
yang akuntabel dan tepat waktu;

Jumlah Layanan Perkantoran;

10.Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas);

11.Jumlah Pengadaan Kendaraan DInas Bermotor;
12.Jumlah UPT Rehabilitasi/RenovasiLapas/Rutan/Bapas/LPKA/ Rupbasan;

13.Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;

14.Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;

15.Jumlah Gedung/Bangunan;
16.Layanan BMN;

17.Layanan Hubungan Masyarakat;

18.Layanan umum;

19.Layanan perkantoran;

20.Layanan prasarana internal;
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21.Layanan manajemen SDM;

22.Layanan perencanaan dan penganggaran;

23.Layanan pemantauan dan evaluasi;

24.Layanan manajemen keuangan;

25.Layanan reformasi kinerja.

Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru dan kerangka kelembagaan

Arah kebijakan strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru.

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum

dan HAM di tingkat satuan kerja, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru yang berpedoman pada arah

kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah

kebijakan dan strategis satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru

A. Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum

a. Sasaran Kegiatan

Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1.
2.

Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah;

Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan
dann bersertifikat;

Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas
dan kuantitasnya;

Persentases klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan
pekerjaan diluar lembaga;

Persentase menurunnya tahanan yang overstaying;

Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat

memuaskan pada instrument penilaian kepribadian;

. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi

tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar;
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8. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;

9. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi;

10.Persentase tahanan/narapida/anak mendapatkan layanan kesehatan
(preventif) secara berkualitas;

11.Persentase tahanan yang memperoleh Layanan penyuluhan hukum;

12.Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan
berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap;

13.Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah;

14.Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana
penjara

15. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi;

16.Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan
menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal;

17.Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum;

18.Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib;

19. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya;

20.Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan;

21.persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar;

22.Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi
Sadar, Patuh dan Dispilin;

23.Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan
mental dapat tertangani;

24.Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal;

25.Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib
secara tuntas;

26.Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan
vokasi bersertifikasi;

27.Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan

kesehatan sesuai standar;
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28.Persentase narapidana yang bekerja dan produktif;

29.Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus
(Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;

30.Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi;

31.Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS
(ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh);

32.Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban
penyalahgunaan narkotika;

33.Pembinaan kepribadian dan layanan integrase narapidana

34.Kebutuhan dasar dan layanan kesehatan

35.Pembinaan kemandirian narapidana

36.Pelaksanaan kegiatan Rehabilitsi Sosial

37.Layanan keamanan dan ketertiban

. Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Banjarbaru

I. Mewujudkan layanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru
yang Prima di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Untuk
mewujudkan layanan Kemenkumham vyang Prima dalam konteks
layanan pemasyarakatan, strategi yang akan diterapkan sebagai
berikut :

- Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan

Rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;

- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan melalui inovasi dan

pengembangan System Data Base Pemasyarakatan;

- Mengoptimalkan  peran  masyarakat dalam  mendukung

penyelenggaraan pemasyarakatan;

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

pendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan;
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- Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam
penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan

value oriented;
- Penanganan Overcrowding di Lapas dan Rutan.

II. Untuk Mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi
manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan
bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak
asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-
benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda
yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan
pengadilan  dengan menerapkan strategi program
revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai Peraturan
Menteri Hukum dan HAM No.35 Tahun 2018 sebagai berikut :

- Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemasyarakatan;

- Meningkatkan Objektifitas Penilaian Perubahan Perilaku
Tahanan, Narapidana Dan Klien Sebagai Pedoman Dalam
Pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan Dan Pembimbingan;

- Meningkatkan Peran Pembimbing Kemasyarakatan;

- Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Pada Lapas Dan
Rutan; Dan

- Meningkatkan Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Barang
Bukti Hasil Tindak Pidana.

III. Menciptakan keamanan dan ketertiban di  seluruh  UPT
Pemasyarakatan. Untuk Menciptakan Keamanan & Ketertiban di

Seluruh UPT Pemasyarakatan, strategi yang akan diterapkan sebagai
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berikut :

- Melakukan standarisasi pencegahan, penindakan dan
pemulihan gangguan keamanan, serta sarana dan prasarana
keamanan dan pengamanan;

- Meningkatkan tindak lanjut pengaduan yang diselesaikan;

- Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya
gangguan keamanan dan ketertiban;

- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung stabilitas
keamanan dan ketertiban;

- Meningkatkan deteksi dini melalui operasi intelijen;

- Optimalisasi Satops Patnal Pemasyarakatan.

B. Program dukungan Manajemen

a. Sasaran Kegiatan

b. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan Indikator

Kinerja Kegiatan (IKK)

1.
2.

Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan

dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu;

. Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan;

. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

(LPP);

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai
pemasyarakatan;

Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

8. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan

9.

yang akuntabel dan tepat waktu;

Jumlah Layanan Perkantoran;

10.Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas);
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C.

11.Jumlah Pengadaan Kendaraan DInas Bermotor;

12.Jumlah UPT Rehabilitasi/RenovasiLapas/Rutan/Bapas/LPKA/ Rupbasan;
13.Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
14.Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;

15.Jumlah Gedung/Bangunan;

16.Layanan BMN;

17.Layanan Hubungan Masyarakat;

18.Layanan umum;

19.Layanan perkantoran;

20.Layanan prasarana internal;

21.Layanan manajemen SDM;

22.Layanan perencanaan dan penganggaran;

23.Layanan pemantauan dan evaluasi;

24.Layanan manajemen keuangan;

25.Layanan reformasi kinerja.

Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Banjarbaru

- Meningkatkan Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru;

- Meningkatkan intensitas dan kualitas publikasi kinerja dalam rangka
Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru;

- Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- Meningkatkan pelaksanakan pengendalian internal secara
berkelanjutan;

- Meningkatkan Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik di
lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru;

- Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahan dan
kerumahtanggaan dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIB Banjarbaru;
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- Peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di
lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru dalam
rangka Terwujudnya ASN vyang kompeten, profesional dan
berintegritas;

- Pengelolaan anggaran vyang efisien, efektif dan akuntabel
Terwujudnya Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien di
lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru;

- Otomasi pengelolaan administratif fasilitatif yang berkualitas
Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
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b. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan | Persentase @ pemenuhan layanan 80%
Narapidana/Tahanan/Anak, makanan bagi Tahanan
Pengendalian Penyakit Menular dan | /Narapidana/Anak  sesuai dengan
Peningkatan Kualitas Hidup | standar
Narapidana Peserta Rehabilitasi | Persentase Tahanan/Narapidana/ 94%
Narkotika di wilayah Anak mendapatkan layanan
kesehatan (preventif) secara
berkualitas
Persentase narapidana yang 97%
mendapatkan hak remisi
Persentase Tahanan/Narapidana/ 80%

Anak yang mengalami gangguan
mental dapat tertangani

Persentase tahanan/narapidana lansia 85%
yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar

Persentase tahanan/narapidana/anak 85%
berkebutuhan khusus (Disabilitas)
yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar

Persentase keberhasilan penanganan 80%
penyakit menular HIV-AIDS (ditekan
jumlah virusnya) dan TB Positif
(berhasil sembuh)

2. | Meningkatnya Pelayanan | Persentase narapidana yang 70%
Pembinaan Kepribadian, Pelatihan | memperolen nilai  baik  dengan
Vokasi, Pendidikan dan Penanganan | predikat memuaskan pada instrument

Narapidana Resiko Tinggi penilaian kepribadian
Persentase narapidana yang 99%
mendapatkan hak remisi
Persentase narapidana yang 85%
mendapatkan hak integrasi
Persentase narapidana yang 85%
mendapatkan hak Pendidikan
Persentase Narapidana resiko tinggi 17%

yang berubah perilakunya menjadi
Sadar, Patuh dan Dispilin

3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan | Persentase pengaduan yang 85%

dan Ketertiban di wilayah sesuai | ditindaklanjuti sesuai standar

standar Persentase gangguan kamtib yang 80%
dapat dicegah
Persentase kepatuhan dan disiplin 85%
terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak pelaku
gangguan kamtib
Persentase pemulihan kondisi 80%
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keamanan pasca gangguan kamtib
secara tuntas

4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Tersusunnya dokumen rencana kerja, | 1 Layanan
Manajemen Satker anggaran UPT Pemasyarakatan dan
pelaporan yang akuntabel tepat waktu
Tersusunnya dokumen pengelolaan | 1 Layanan
BMN dan Kerumah tanggaan
Terpenuhinya data dan peningkatan | 1 Layanan
kompetensi pegawai pemasyarakatan
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan | 1 Layanan
Anggaran dan laporan keuangan yang
akuntabel dan tepat waktu
Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan
Jumlah Kendaraan Bermotor 1 Layanan
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan | 1 Layanan
Komunikasi
Jumlah Peralatan dan Fasilitas | 1 Layanan
Perkantoran
Jumlah Gedung/Bangunan 1 Layanan
Nilai IKPA 100
Nilai SMART 100
KEGIATAN | ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Rp. 15.220.269.000
Program Dukungan Manajemen
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Rp. 7.884.033.000
Pemasyarakatan
Total Rp. 23.104.302.000
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Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

- Penjelasan Capaian Per Indikator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Capaian kinerja organisasi pada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB pada Tahun 2023 ini dapat dilihat

dari indikator tiap kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja 2023. Penjelasan capaian kinerja dengan

analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi disajikan dengan formulasi perhitungan capaian

kinerja dalam tabel berikut dibawah ini:

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Kinerja
1. | Meningkatnya Pelayanan |1. Persentase pemenuhan layanan| 80% | Persentase pemenuhan layanan| 100%
Perawatan  Narapidana/ makanan bagi Tahanan/ makanan yaitu :
Tahanan/Anak, Narapidana/ Anak sesuai dengan
Pengendalian Penyakit standar Jum Pemenuha layanan . 4 qqop
Menular dan Peningkatan Jum . tahanan/napi
Kualitas Hidup 1075
Narapidana = To75 ¥ 100%
Peserta Rehabilitasi
Narkotika di wilayah = 100%
2. Persentase Tahanan /Narapidana| 94% | Persentase layanan kesehatan| 100%
/Anak  mendapatkan layanan (preventif) yaitu :
kesehatan (preventif) secara
berkualitas Jumlah pemenuhan layanan £100%
Jumlah tahanan
= 29 ¥ 100%
1.075
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= 100%

3. Persentase Tahanan/Narapidana/| 80% | Persentase penanganan | 100%
Anak yang mengalami gangguan gangguan mental yaitu :

mental dapat tertangani
umlah napi yang ditangani
J pi yang 9t 1 00%

Jumlah napi yang gangguan
= 2 x 100%
20

= 100%

4. Persentase tahanan/narapidana| 85% | Persentase layanan lansia| 100%
lansia yang mendapatkan sesuai standar kesehatan yaitu
layanan kesehatan sesuai standar :

Jumlah pemenuhan layanan

0,
Jumlah tahanan x 100%
= 2 x 100%
15
= 100%
5. Persentase tahanan/ | 85% | Persentase layanan disabilitas 100%
narapidana/anak  berkebutuhan sesuai standar yaitu :
khusus (Disabilitas) yang
mendapatkan layanan kesehatan Jumlah pemenuhan layanan o0
sesuai standar Jumlah tahanan
= 2x 100%
= 100%
6. Persentase keberhasilan | 80% | Persentase layanan | 77,98%
penanganan penyakit menular penanganan penyakit menular
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HIV-AIDS (ditekan jumlah
virusnya) dan TB Positif (berhasil
sembuh)

yaitu :
(A+B)
x 100%
2
A = Keberhasilan penanganan

HIV-AIDS yaitu :

Jumlah napi dgn HIV — AIDS ditekan
Jumlah napi dgn HIV — AIDS
2 x100% = 60%

B = Keberhasilan penanganan
Napi TB positif yaitu :

Jumlah napi dgn TB berhasil sembuh
Jumlah napi dgn TB Positif

x 10

j—z x 100% = 97.96%

. Persentase perubahan kualitas| 27% | Persentase layanan rehabilitasi | 109,09
hidup  pecandu/penyalahguna/ narkotika yaitu : %
korban penyalahgunaan
narkotika (Bagi UPT Pelaksana Jumlah pemenuhan layanan . oo
Rehabilitasi, apabila tidak Jumlah tahanan
memiliki target  rehabilitasi 180 o
indicator ini dapat dihapuskan) = o5 X 100%

= 109,09%
Meningkatnya Pelayanan . Persentase narapidana yang| 70% |Persentase napi dengan nilai | 35,30%
Pembinaan Kepribadian, memperoleh nilai baik dengan baik pada instrument penilaian
Pelatihan Vokasi, predikat memuaskan pada kepribadian yaitu :

Pendidikan dan

instrument penilaian kepribadian
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Penanganan Narapidana
Resiko Tinggi

Jumlah napi dengan nilai baik

1009
Jumlah napi x %

=22 ¥ 100%

1540

= 35,30%

2. Persentase narapidana yang
mendapatkan hak remisi

99%

Persentase napi yang dapat
remisi yaitu :

umlah napi dapat remisi
I P P x 100%

Jumlah napi

= 2952 4 100%

1540

= 133,89%

133,89
%

3. persentase narapidana yang
mendapatkan hak integrasi

85%

Persentase napi yang dapat
integrasi yaitu :

umlah napi yang integrasi
J ptyang g x 100%

Jumlah napi

=25 v 100%

1540

= 21,42%

41,23%

4. persentase narapidana yang
mendapatkan hak Pendidikan

85%

Persentase napi yang dapat
hak pendidikan yaitu :

Jumlah napi yg dpt pendidikan

1009
Jumlah napi x

=2 x100%

1540

ghlPs,

. I iy o
_icare/ IR e @88 earding § Awrsrieses
PASTY vy Foga W




= 0%

5. Persentase Narapidana resiko| 17% | Persentase napi resiko tinggi 0%
tinggi yang berubah perilakunya yang berubah perilakunya yaitu
menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin :

Jumlah napi resiko tinggi yang berubd

Jumlah napi resiko tinggi

%xlOW%

0%

6. Persentase narapidana yang| 31% | Persentase narapidana yang| 3,89%

memperoleh  Pendidikan dan memperoleh Pendidikan dan
pelatihan vokasi bersertifikasi pelatihan vokasi bersertifikasi
yaitu :

Jumlah napi ikut diklat
x100%

Jumlah napi

= x100%

1540

= 3,89%

7. Persentase narapidana yang| 72% | Persentase narapidana yang| 4,42%
bekerja dan produktif bekerja dan produktif yaitu :

umlah napi yang bekerja
J ptyang ) x 100%

Jumlah napi

= x100%

1540

= 4,42%
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Meningkatnya Pelayanan
Keamanan dan Ketertiban
di wilayah sesuai standar

keamanan pasca gangguan
kamtib secara tuntas

pasca gangguan kamtib yaitu :

. Persentase pengaduan yang| 85% | Persentase pengaduan yang 0%
ditindaklanjuti sesuai standar ditindaklanjuti yaitu :
Jumlah pengaduan yang di tl £ 100%
Jumlah pengaduna
=2x 100%
0
=0
. Persentase gangguan kamtib| 80% | Persentase gangguan kamtib 0
yang dapat dicegah yang dapat di cegah vyaitu :
Jumlah gangguan yg dpt dicegah 10
Jumlah gangguan x
= 2% 100%
0
=0
. Persentase kepatuhan dan| 85% | Persentase kepatuhan dan 0
disiplin terhadap tata tertib oleh disiplin pelaku gangguan
Tahanan/ Narapidana/Anak kamtib yaitu :
pelaku gangguan kamtib
Jumlah kepatuhan disiplin 100%
Jumlah gangguan kamtib x 0
= 2x 100%
0
= 100%
. Persentase pemulihan kondisi| 80% | Persentase pemulihan kondisi 0
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Jlh pemulihan pasca gangguan

% x 100%

Jumlah gangguan

x 1009

- Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat disampaikan dalam tabel perbandingan capaian

dibawah ini :
. . .. . Realisasi
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 2023 2022
1 2 3 4 5
1 | Meningkatnya Pelayanan . Persentase pemenuhan layanan makanan 100% Null
Perawatan  Narapidana/ bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai
Tahanan/Anak, dengan standar
Pengendalian Penyakit . Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak 100% Null
Menular dan Peningkatan mendapatkan layanan kesehatan
Kualitas Hidup Narapidana (preventif) secara berkualitas
Peserta Rehabilitasi . Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak 100% Null
Narkotika di wilayah yang mengalami gangguan mental dapat
tertangani
. Persentase tahanan/narapidana lansia 100% Null
yang mendapatkan layanan kesehatan
sesuai standar
. Persentase tahanan/ narapidana/anak 100% Null

berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang
mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar
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. Persentase  keberhasilan  penanganan 77,98% Null
penyakit menular HIV-AIDS (ditekan
jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil
sembuh)
. Persentase perubahan kualitas hidup 109,09% Null
pecandu/penyalahguna/ korban
penyalahgunaan narkotika (Bagi UPT
Pelaksana Rehabilitasi, apabila tidak
memiliki target rehabilitasi indicator ini
dapat dihapuskan)
Meningkatnya Pelayanan . Persentase narapidana yang memperoleh 35,30% Null
Pembinaan Kepribadian, nilai baik dengan predikat memuaskan
Pelatihan Vokasi, pada instrument penilaian kepribadian
Pendidikan dan . Persentase narapidana yang mendapatkan 133,89% Null
Penanganan Narapidana hak remisi
Resiko Tinggi . persentase narapidana yang mendapatkan 41,23% Null
hak integrasi
. persentase narapidana yang mendapatkan 0 Null
hak Pendidikan
. Persentase Narapidana resiko tinggi yang 0 Null
berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh
dan Disiplin
. Persentase narapidana yang memperoleh 3,89% Null
Pendidikan dan pelatihan vokasi
bersertifikasi
. Persentase narapidana yang bekerja dan 4,42% Null
produktif
Meningkatnya Pelayanan . Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 0 Null
Keamanan dan Ketertiban sesuai standar
di wilayah sesuai standar . Persentase gangguan kamtib yang dapat 0 Null
dicegah
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TR @8 learding § ;iR
PASTY tyata o




pasca gangguan kamtib secara tuntas

3. Persentase  kepatuhan dan disiplin 0 Null
terhadap tata tertib oleh Tahanan/
Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

4. Persentase pemulihan kondisi keamanan 0 Null

- Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Renstra

Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat

disampaikan dalam tabel perbandingan capaian dibawah ini :

. . .. . Realisasi
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 2023 Renstra 2023
1 2 3 4 5
1 | Meningkatnya Pelayanan . Persentase pemenuhan layanan makanan 100% 80%
Perawatan  Narapidana/ bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai
Tahanan/Anak, dengan standar
Pengendalian Penyakit . Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak 100% 94%
Menular dan Peningkatan mendapatkan layanan kesehatan
Kualitas Hidup Narapidana (preventif) secara berkualitas
Peserta Rehabilitasi . Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak 100% 80%
Narkotika di wilayah yang mengalami gangguan mental dapat
tertangani
. Persentase tahanan/narapidana lansia 100% 85%
yang mendapatkan layanan kesehatan
sesuai standar
. Persentase tahanan/ narapidana/anak 100% 85%
berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang
mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar
. Persentase  keberhasilan  penanganan 77,98% 80%
' T, .Pa“-s, =
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penyakit menular HIV-AIDS (ditekan
jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil
sembuh)

7. Persentase perubahan kualitas hidup 109,09% 27%
pecandu/penyalahguna/ korban
penyalahgunaan narkotika (Bagi UPT
Pelaksana Rehabilitasi, apabila tidak
memiliki target rehabilitasi indicator ini
dapat dihapuskan)
Meningkatnya Pelayanan 8. Persentase narapidana yang memperoleh 35,30% 70%
Pembinaan Kepribadian, nilai baik dengan predikat memuaskan
Pelatihan Vokasi, pada instrument penilaian kepribadian
Pendidikan dan 9. Persentase narapidana yang mendapatkan 133,89% 99%
Penanganan Narapidana hak remisi
Resiko Tinggi 10. persentase narapidana yang mendapatkan 41,23% 85%
hak integrasi
11.persentase narapidana yang mendapatkan 0 85%
hak Pendidikan
12.Persentase Narapidana resiko tinggi yang 0 17%
berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh
dan Disiplin
13.Persentase narapidana yang memperoleh 3,89% 31%
Pendidikan dan pelatihan vokasi
bersertifikasi
14.Persentase narapidana yang bekerja dan 4,42% 72%
produktif
Meningkatnya Pelayanan 15.Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 0 85%
Keamanan dan Ketertiban sesuai standar
di wilayah sesuai standar 16.Persentase gangguan kamtib yang dapat 0 80%
dicegah
17.Persentase  kepatuhan dan  disiplin 0 85%
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terhadap tata tertib oleh Tahanan/
Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

18.Persentase pemulihan kondisi keamanan 0 80%
pasca gangguan kamtib secara tuntas

- Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan Standard Nasional
Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan Standard Nasional tidak dapat disampaikan karena belum ada data

pendukung dan indikatornya.
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- Analisa penyebab terjadinya peningkatan/penurunan kinerja serta
solusi yang dilakukan

a. Berdasarkan perhitungan perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2023 ini
Lapas Kelas IIB Banjarbaru telah dapat menunjukan pencapaian kinerja yang lebih
baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah melampaui nilai
target yang ditentukan, baik dibandingkan pada kinerja tahun sebelumnya
ataupun dalam Rencana strategis Direktorat Pemasyarakatan;

b. Beberapa kinerja yang telah melampaui target memang merupakan merupakan
bagian dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau
narapidana/tahanan sehingga hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi
peningkatan pelayanan yang baik dari seluruh komponen Lapas Kelas IIB
Banjarbaru;

c. Kinerja yang masih dibawah dari target yang diharapkan baik dari tahun lalu
maupun target renstra harus menjadi strategi baru lagi dalam meningkatkannya.
Beberapa strategi baru dapat dilaksanakan yaitu antara lain :

- Peningkatan pemahaman akan arti penting pendidikan bagi masa depan
napi/tahanan bila telah selesai menjalani masa pidananya;

- Peningkatan kerjasama dengan pihak yang dapat memberikan layanan
pendidikan dasar, menengah dan atas guna peningkatan kualitas
napi/tahanan yang ada di Lapas. Seperti bekerjasama dengan Dinas
Pendidikan, Balai Latihan Kerja, Sanggar Kegiatan Kerja dan lembaga
Pendidikan dan latihan lainnya;

- Peningkatan kerjasama dengan unsur kesehatan di lingkungan lapas guna
memberikan layanan kesehatan;

- Peningkatan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional daerah ataupun
propinsi guna peningkatan kualitas rehabilitasi social pada napi/tahanan;

- Peningkatan pemberian remisi, integrasi dan penilaian kepribadian kepada

napi dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku.
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. Beberapa faktor membaiknya pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran
ialah sebagai berikut :

v' pemantauan dan kontrol penyerapan anggaran pada satker oleh pimpinan
yang semakin baik;

v evaluasi dalam mengetahui akurasi ketepatan penyerapan anggatan dengan
rencana penyerapan anggaran yang semakin membaik;

v' penentuan langkah kerja dan rencana kerja yang diperlukan untuk
percepatan penyerapan anggaran yang semakin baik;

v' peningkatan motivasi pelaksana anggaran dalam bekerja dan berinovasi

dalam upaya meningkatkan target kinerja yang juga semakin membaik.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru pada Tahun
2023 adalah sebesar Rp22.774.258.419 atau sekitar (98,57%) dari anggaran
belanja sebesar Rp23.104.302.000.

Program kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat sebesar Rp14.950.428.228,00
Operasi Bidang Keamanan sebesar Rp40.735.800,00

o o

Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp7.592.415.043,00
Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp174.149.898,00

Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp45.201.000,00 dan

™ o a o

Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp12.064.250,00

Target kinerja dari sasaran program kerja diatas yaitu

- Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak,

- Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana
Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah,

- Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi,

Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi,
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- Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar,

- Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

Realisasi anggaran tahun 2023 Lapas Kelas IIB Banjarbaru

KEGIATAN |  ANGGARAN

REALISASI %

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Rp15.220.269.000
Wilayah

Rp14.950.428.228 98,2

Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen dan Teknis Rp7.884.033.000
Lainnya UPT Pemasyarakatan

Rp7.823.830.191 99,24

Total Rp23.104.302.000

Rp22.774.258.419 98,57

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dengan Realisasi Anggaran Tahun

2022 pada Lapas Kelas IIB Banjarbaru

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA E E
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH) E_
1
KEMENTERIAN/LEMBAGA  : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON| : DITJEN PEMASYARAKATAN 05 St oA
SATUAN KERJA : LAPAS KELAS IIB BANJARBARU 684001 Tol Cetek - 24102124 9:24 AM
Halaman -1
lap_Ira_face_satker_new
2023 2022
HaAlos ANGGARAN REALISAS! REALISASIDI AFAS |ing ANGGARAN REALISASI SEALIBASELAEAR | o
( ) AN| (BAWAH) ANGGARAN|
1 z 4 5 6 T 8 9 10
. Pendapatan Negara Dan Hibah o (] L] L] 0| (] o L]
L Pendapatan Perpajakan L] 0 ] o 0| 0 o L]
1. Pajak Dalam Negeri o L] a 0 0| o o 0
2. Pajak Perdagangan Internasional a 0 ol o ol 0 ol o
. Pendapatan Pensrimaan Negara Bukan Pajak 17,673,000 24,357 450 6,684.450] 138 0 22 812,875 22812875 [
1. Pendapatan Sumber Daya Alam L] 0 a 0 0| 0 0 0
2F dari Negara Dipi: o 1] a 0 0 0 o L]
3. Pendapatan BLU o L] o L] 0 L] 1] 1]
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 17 673.000 24,357 450 6,684.450] 138 0] 22,812,875 22,812,875 Li]
. Pendapatan Hibah L] L] o o 0 L] L] L]
Lumiah Pendapatan Negara dan Hibah (Al + ALl + AJI) 17,673,000 24,357,450 6,6B4.450] 138 0] 22,812,875 22,812,875 0
B. Belanja Negara L] ] 0 L] L] ] L] L]
L. Belanja Pameriniah Pusat 23,104,302,000 22,774,077,935 {330,224 065) 99 23,308,510,000| 22,882,330,221 {426,170,779) o8
1. Belanja Pegawai ©,159,794,000 6,156,312.974 {3.481.026)] 100 6.230,708.000| 6,100,740.080 (129,958,911} a8
2 Bedanja Barang 16,770,358 000 16,443 615.063 (326,742.037) a8 17,027 802,000 16,731,761.122 {206,040 878) a8
3. Belanja Modal 174,150,000 174,149,808 (102)] 100 50,000,000 49 820 010 (170,090)] 100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang 0 0 a @ 0| a ol o
5. Belanja Subsidi o 0 a 0 0| L] 0
6. Belanja Hibsh o 1] a 0 0 0 o L]
7. Belanja Bantuan Sosial o L] o 0 0| a o o
8. Belanja Lain-lain o 1] a [i] 0 Q 0 Li]
. Transfer ke Daerah dan Dana Desa L] 0 ] L] L] 0 L] L]
1. Transfer ke Daerah o L] L] L] 0 o o L]
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIARI 013
ESELON | : DITJEN PEMASYARAKATAN 0§ et TP B R
SATUAN KERJA :LAPAS KELAS lIB BANJARBARU 684001 Tgl Catak - 2410224 9:24 AM
Halaman 2
Iap_ira_face_satker_new
2023 2022
URAIAN REALISASI DI ATAS REALISASI DI ATAS
ANGGARAN REALISASI | mawan) aNGoARAN] ANGGARAN REALISASI | maai‘suconran] %
1 z 4 5 6 T 8 2 10

a. Dana Perimbangan o [ of o [ [ of o
1. Dana Transfer Umum 0 [] of o [} [] of o
a Dana Bagi Hasi 0 0 ol o 0 i of o
b. Dana Alokasi Umum 0 0 of o 0 0 of o
2. Dana Transfer Khusus [ 0 of o 0 [ of o
& Dana Alokasi Khusus Fisik 0 [ ofl o 0 0 of o
b. Dana Alokasi Khusus Nan Fisik 0 0 ofl o 0 0 of o
b. Dana Insentif Daerah 0 0 of o 0 [] of o
¢. Dana Keistimewaan DIY 0 [ of o [} [] of o
d. Dana Otonomi Khusus o 0 o o 0 o o 0
2. Dana Desa 0 [} of o [} [] of o
3. Hibah Kepada Daerah 0 0 of o [} [ of o
umiah Belanja Negara (Bl + B.I) 23,104,302,000 22,774,077.835 (330,224,085)| 99 23,308,510,000 22,882,339,221 (426,170,779)| 98
. PEMBIAYAAN 0 [} of o [} [] of o

Realisasi anggaran belanja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru
Tahun Anggaran 2023 yang lebih rinci dapat dilihat dalam realisasi belanja pada sub

komponen pada tabel dibawah ini :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan: Output: SubOutput: Komponen: SubKemponen: Akun: item:
Periode Desember 2023
Kementerian 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi os DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIE EANJARBARU Hal 1 dari 15
BF Program Penagakan dan Pelayanan Hukum 15,220,268 000 0 13122334338 1828093500 14,950,428 228 98.23% 260,840 772
BF.5262 Penyelenggaraan Pemasyarskatan di Wilaysh 15,220,269,000 0 13,122334,338 1.828.093,800  14,950,428,208 98.23 % 260,840,772
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 15.164,869,000 0  13087668,538 1,822.023,800  14.900.602,428 98.32 % 255276 572
BDC.002 Pembinsan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Marapidana 59,100,000 o 10 50.525.150 85.66 % 8473850
051.04 KONSELING 4,800,000 o ] 3.600.000 3.600.000 75.00 % 1.200.000
521211 Belanja Bahan 1,200,000 o o o 0 000 % 1,200,000
000001. Penggandaan dan Penjilidan 1,200,000 o o ] 0 0.00% 1,200,000
522151  Belanja Jasa Profesi 3,600,000 ] ] 3,600,000 3,600,000 100.00 o
000002 Honor Konsslor 3,600,000 o o 3,600,000 3,600,000 100.00 o
051.08  Penyuluhan Hukum 400,000 o 264,000 o 264,000 66.00 % 138,000
521211 Belanja Bahan 400,000 o 264,000 0 264,000 66.00 % 138,000
000003. Penggandaan dan Penjilidan 400,000 ] 264,000 0 264,000 66.00 % 136,000
051.0C  Kegiatan Keagamaan 20,400,000 o o 16.150,000 16,150,000 79.17 % 4,250,000
§21211  Belanja Bahan 1,000,000 ] ] o 0 000% 1,000,000
000004_Banner, Spanduk 1,000,000 o o 0 0 0.00% 1,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5,000,000 ] ] 1,750,000 1,750,000 35.00 % 3,250,000
000005 Perengkapan Kegiatan Keagamaan 5,000,000 o o 1,750,000 1.750,000 35.00 % 3,250,000
522161  Belanja Jasa Profesi 7,200,000 o ] 7.200,000 7.200,000 100.00 o
000006 Honor Pembina Keagamaan 7,200,000 o o 7.200,000 7,200,000 100.00 o
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,200,000 ] ] 7.200,000 7,200,000 100.00 o
000007 Transport Pembina Keagamaan 7,200,000 o 0 7,200,000 7.200.000 100.00 o
051.00 Kegiatan Pramuka, Kesadaran Berbangsa dan Bermegars 11,800,000 ] ] 10,200,000 10,200,000 B6.44 % 1,600,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,000,000 o o ] 0 0.00% 1,000,000
“Lock Pagu adalah Jumizh pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAPOK selesal menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
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LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput, Komponen; SubKompaonen; Akun; ftem;
Periode Dasember 2023

Kemonterlan  : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN

Satuan Kerja  : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU Hal 2 dari 15

000008. Perlengkapan Kegiatan Kepramukaan 1,000,000 a 4] 0 000% 1.000.000

522151  Belanja Jasa Profesi 7,200,000 a 6,600,000 6,600,000 91.67 % 600,000

000009. Honor Instruktur 7.200,000 a 6,600,000 6,600,000 91.67 % 600,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,600,000 o 3,600,000 3.600,000 100.00 0

000010 Transpert Pembina Kepramukaan 3,600,000 a 3,600,000 3,600,000 100.00 4]

0510E Kegiatan Kesenian dan Olahraga 13,300,000 o 8.800,000 12,505,000 94 02 % 795,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2,500,000 o 1,600,000 1,705,000 86.20 % 795.000

000011. Perlengkapan Kegiatan Kesenian dan Olahraga 2,500,000 1] 1,600,000 1,705,000 68.20 % 795,000

522151  Belanja Jasa Profesi 7.200,000 a 6.900.000 7.200.000 100.00 4]

000012, Honor instruktur 7,200,000 a 6,000,000 7.200,000 100.00 0

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,600,000 a 300,000 3,600,000 100.00 a

000013. Transport Pembina Kesenian dan Olahraga 3,600,000 o 300,000 3.600,000 100.00 0

052.04 Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 2,400,000 1] L] 1,042,000 80.92 % 458,000

521211 Belanja Bahan 2,400,000 a ] 1,942,000 8092 % 458,000

000014, Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan 2,400,000 a o 1,042,000 80.92 % 458,000

052.08 Pemberian Remisi, PB, CB, CMB dan CMK 6,000,000 a 1,473,150 5,065,150 00.42 % 34,850

521211 Belanja Bahan 6.000.000 o 1473.150 5.865.150 9942 % 24,850

000015. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan 6,000,000 a 1,473,150 5,085,150 90.42 % 34,850

BOC 004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan 14,435,449 000 a 1.781.380,740 14,216.086,514 9849 % 218.462 486

005.04 Pangadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan 12,234,800,000 1] 10,747,587,580 1,487 212411 12,234,800,000 100.00 4]

521112  Belanja Pengadaan Bahan Makanan 12,234 800,000 o 10,747,587 589 1487 212411 12,234.800,000 100.00 a

000037. Bahan Makanan Napi 12,234,800,000 a 10,747,587,580 1487212411 12,234.800,000 10000 Q

005.0B  Kabutuhan Sandang 531,700,000 a 510,400,000 o 510,400,000 95.00 % 21,300,000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 531,700.000 i} 510,400,000 [} 510,400,000 95.99 % 21,300,000

“Lock Pagu adalah jumiah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAPOK selesal menjadi DIPA.
“SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan, Output; SubOutput, Komponen; SubKomponen: Akun; ltem;
Periode Desember 2023

Kementarian 103 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerla  : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU Hal 3 dari 15
000039 Pakaian Tidur 130,000,000 [ 127,600,000 0 127,600,000 98.15% 2,400,000
000040. Pakaian harian 130,000,000 0 127,600,000 0 127,600,000 98.15 % 2,400,000
000041, Pakaian Olshrags. 130,000,000 0 127,600,000 0 127,600,000 98.15 % 2,400,000
000042. Pakaian ibadah 130,000,000 0 127,600,000 0 127,600,000 98.15 % 2,400,000
000044 Permenuhan sandang khusus pembinaan 11,700,000 ] 0 0 0 000% 11,700,000
00S.0C  Pemenuhan Sarana Makan Minum 344,199,000 0 247,776,000 6,423,000 314,199,000 9128 % 30,000,000
521218 Belanjs Barang Non Operssional Lainnya 164,199,000 0 97,776,000 86,423,000 164,190,000 100.00 o
000045. Penyediaan Peralatan Dapur 164,199,000 0 97,778,000 86,423,000 164,199,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 180,000,000 ] 150,000,000 0 150,000,000 83.33 % 30,000,000
000G46. Pemenuhan Peralatan Makan Minum 180,000,000 il 150,000,000 0 150,000,000 83.33 % 30,000,000
00500  Pemenuhan Perengkapan Mandi 150,000,000 0 148,300,000 o 149,300,000 99.53 % 700,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Kensumsi 150,000,000 0 149,300,000 0 149,300,000 99.53 % 700,000
000047 Pemenuhan Perlengkapan Mandi 150,000,000 ] 149,300,000 0 149,300,000 99.53 % 700,000
OUS.OE  Periengkapan Khusus Kelompok Rentan 75,000,000 0 1,177,882 73.452,000 74.620,882 9051 % aroa1e
521211 Belanjs Bahan 75,000,000 0 1,177,882 73,452,000 74 (79,882 D051 % 370,118
g';'g;f' H RS TR ENI O EN AT i 75,000,000 a 1,177,882 73,452,000 74,620,802 99.51 % 370,118
005.0F  Extra Voeding 300,000,000 0 278,168,100 o 278,168,100 9272 % 21,831,000
521211  Belanjs Bahan 300,000,000 ] 278,188,100 0 278,168,100 9272 % 21,831,900
000040, Kegitan Pamberin Exra Vosding Bagi WEF Selama Ao 5 e At g S Fa v BT S
000G Permulasaran 37,500,000 a 1,085,000 415,000 1,470,000 3.92% 36,030,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 37,500,000 ] 1,055,000 415,000 1470,000 3.92 % 36,030,000
000050. Pemudasaran 37,500,000 ] 1,085,000 415,000 1470000 392 % 36,030,000
005.0H T Dan Anak 240,000,000 a 96,627,703 35,391,879 132,019,582 55.01 % 107,980,418
521218 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 120,000,000 a 31,127,703 19,891,872 51,019,582 4252 % 68,880,418
000051 Biaya Perawatan Luar Lapas 120,000,000 0 31,127,708 10,891,879 51,010,582 4252 % 58,080,418

“Lock Pagu adalah jumiah pagu yang sedang dalam proses Usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang satelah usulan revisi DIPAPOK selesal menjadi DIPA.
“SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

PASTJ yara




LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program, Kegiatan, Output; SubOutput; Kemponen; SubKomponen, Akun; ltem;
Pariode Dessmber 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU Hal 4 dari 16
522181  Belanja Jasa Lainnya 120,000,000 o 85,500,000 15,500,000 81,000,000 67.50 % 38,000,000
000052. Honor [asa profesi 120,000,000 0 66,500,000 15,500,000 81,000,000 67.50 % 39,000,000
00500  Perengkapan Medis Polikinik 380,000,000 o 241,533,500 118 486 450 359,099,950 100.00 50
521811  Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 360.000.,000 o 241,533.500 118.486 450 358,990,950 100.00 50
000053. Pangadaan Obat-cbatan Bagi Narapidana 240,000,000 o 218,288 500 21,711,500 240,000,000 100.00 o
000054 Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik 120,000,000 o 23,245.000 96,754,950 119,880,950 100.00 50
00500 Penanganan dan Pencegahan Covid-19 162,250,000 0 162,000,000 0 162,000,000 99.85 % 250,000
521841  Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 162,250,000 o 162,000,000 0 182,000,000 90.85 % 250.000
000056, Hand Sanitizer 1,060,000 ] 800,000 0 800,000 76.19 % 250,000
000056. Masker Non Medis 160,000,000 o 160,000,000 0 160,000,000 100.00 o
0D0QS5T. Cairan Disenfekian B00.000 o 600,000 0 600,000 100.00 ]
000058, Sabun Cuci Tangan 600,000 o 600,000 0 600,000 100.00 o
BDC 006 Pambinaan Kemandirian Narapidana 76,600,000 0 75,277,800 440,000 75,717,800 98.85 % BAZ 200
051.08 TANPA SUB KOMPONEN 1,000,000 0 400,000 0 400,000 40.00 % 600,000
521211 Belanjs Bahan 1,000,000 o 400,000 o 400,000 40.00 % 500,000
000030. Snack 400,000 (] 400,000 0 400,000 100.00 o
000031 Panggandaan, Penjiidan dan Pelaporan 500,000 0 0 [ 0 000%
05208 TANPA SUB KOMPONEN 74,600,000 o 74,577,800 0 74,577,800 90.97 %
521211 Belanja Bahan 400.000 o 400,000 (] 400,000 100.00 o
000032 Snack Kegiatan 400,000 o 400,000 0 400,000 100.00 ]
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 53,600,000 o 52,577,800 0 52,577,800 99.96 % 22,200
0D0033. Pangadasn Periengkapan Kegiatan 52,600,000 (] 2,577,800 0 52,677,800 99.96 % 22200
522151  Belanja Jasa Profesi 21,600,000 ] 21,600,000 0 21,600,000 100.00 o
000034 Honor Instruktur 21,600,000 o 21,600,000 0 21,600,000 100.00 ]
“Lock Pagu adalah jumiah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelan usulan revisi DIPA/POK selesal menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output: SubQutput; Komponen: SubKomponen: Akun: Item;
Periode Dasember 2023
Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU Hal 5 dari 15
05304 TANPA SUB KOMPONEN 1,000,000 ] 300,000 440,000 740,000 74.00 % 260,000
521211 Belanja Bahan 1,000,000 o 300,000 440,000 740,000 74.00 % 260,000
mﬁn Pencetakkan Serfikst, Penggandaan dan Penjiidan 800,000 & 5 Sin e 440,000 73.33% 180,000
DDO036. Snack 400,000 o 300,000 (] 300,000 75.00 % 100,000
BOC007 Pelaksanasn Kegisten Rehabilitasi Sosial 553,820,000 0 665,361 0 566,361,964 95.38 % 27458035
051.0A4 TANPA SUB KOMPONEN 44,980,000 o 39,837,964 ] 30,837,964 BA.ES % 5,152,036
521211 Belanja Bahan 43,490,000 o 35,337,964 o 38,337,064 BA15% 5,152,036
000016 Tes Urine 27,000,000 o 24,975,000 (] 24,975,000 82.50 % 2.025.000
000017 ATK 16,490,000 0 13,362,954 0 13,362,964 81.04 % 3,127,036
524113  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,500,000 ] 1,500,000 [ 1,500,000 100.00 ]
000018, Transport Petugas Assesmen Awal 1,500,000 1] 1,500,000 o 1,500,000 100.00 o
0520A Assesmen Lanjutan 28,500,000 o 26,475,000 L] 26,475,000 9289 % 2.025,000
521211  Belanja Bahan 27,000,000 o 24,975,000 [ 24,075,000 9250 % 2,025,000
000010 Tes Urine: 27,000,000 o 24,975,000 (] 24,075,000 82.50 % 2,025,000
524113  Belanja Perjsianan Dinas Dalam Kota 1,500,000 0 1,500,000 [ 1,500,000 100,00 o
000020. Transport Petugas Asssmen Lanjutan 1,500,000 0 1,500,000 (] 1,500,000 100.00 ]
05208 Konseling Adiksi 380,000,000 o 350,000,000 ] 390,000,000 100.00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 380,000,000 o 390,000,000 o 300,000,000 100.00 ]
000021. Uang Harian 156,000,000 o 156,000,000 (] 156.000,000 100.00 0
000022 Transport Patugas Asssmen Adiksi 234,000,000 0 234,000,000 0 234,000,000 100.00 0
052.0C  Snack kegiatan 97,200,000 ] 79,844,000 [ 70,044,000 B225% 17,256,000
521211 Belanja Bahan 97,200,000 o 79,844,000 o 79,044,000 8225% 17,256,000
000023. Snack 97,200,000 0 79,944 000 o 79,044,000 8225 % 17,256,000

“Lock Pagu adalah jumiah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setélah usulan revisi DIPAPOK selesal menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

PASTJ yara




LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; ftem;
Pariode Desember 2023

Kemeanterian 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA RI
Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS lIB BANJARBARU Hal & dari 15
05200 Case Conference Sidang Kasus 100,000 o o (] 0 0.00% 100,000
§21211  Belanja Bahan 100,000 o o 0 0 0.00% 100,000
000024. Snack 100,000 i 1] (] 0 0.00% 100,000
0520E  Terapi Kelompok 3,600,000 o 2,700,000 [ 2,700,000 75.00 % 00,000
524113 Belanja Perjaslanan Dinas Dalam Kota 3,600,000 o 2,700,000 (] 2,700,000 75.00 % 900,000
000025. Transport Petugas Terapi Kelompok 3,600,000 o 2,700,000 (] 2.700,000 75.00 % 000,000
0520F  Family Support Group 930,000 i 930,000 0 830,000 100.00 (]
521211 Belanja Bshan 630,000 o 630,000 o 630,000 100.00 o
000026. Snack 630,000 i) 630,000 (] 630,000 100.00 0
524113 Belanja Perjslanan Dinas Dalam Kota 300,000 i 300,000 ] 300,000 100.00 (]
000027. Transport Petugas Family Suppart Group 300,000 i 300,000 0 300,000 100.00 (]
053.04 Pelaksanaan Asesmen Akhir 28,500,000 ] 26,475,000 (] 26,475,000 9289 % 2,025,000
521211 Belanja Bahan 27,000,000 i 24,975,000 (] 24,675,000 9250 % 2,025,000
000028. Tes Urine 27,000,000 i 24,975,000 (] 24,075,000 92.50 % 2.025,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,500,000 ] 1,500,000 o 1,500,000 100.00 o
000029. Transport Petugas Assesmen Awsl 1,500,000 ] 1,500,000 (] 1,500,000 100.00 0
BHB Operasi Bidang Keamanan 55,300,000 0 34,665,800 6,070,000 40,735,800 73.66 % 14,564,200
BHE.00Z Layanan Keamanan dan Keteriban 55,300,000 i 34,665,800 6,070,000 40,735,800 7366 % 14,564,200
051 Pene K En a iban 38.950.00 it 3 20 3.320,00 37367 800 95.9
O51.04 38,050,000 ] 34,047,800 3,320,000 37,367,800 05.04 %
521211 Belanja Bahan 23,000,000 0 19,603,000 3,320,000 22,023,000 98.67 % 77,000
000059 Penggandaan dan Penjiidan 12,000,000 0 11,925,500 70,000 11,095,500 99.96 % 4,500
000165 Belanja dan Penijil 11,000,000 ] 7,677,500 3,250,000 10,027,500 00.34 % 72,500
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 15,850,000 a 14,444,800 (] 14,444,800 90.56 % 1,505,200
000080 Razia, dan 15,950,000 o 14,444,800 o 14,444,800 90.56 % 1,505,200
*Lock Pagu adalah jumiah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAIPOK selesal menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput, Komponen; SubKompaonen; Akun; item;
Periode Desember 2023
Kemanterian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU Hal 7 darni 15
Kamiib 15,950,000 o 14,444 800 o 1,505,200
052.04 Pengawalan Narapidans 13,200,000 ] 450,000 0 450,000 341% 12,750,000
524111 Belanja Perjaianan Dinas Biass 6,000,000 ] 0 (] 0 0D0% £.000,000
000081 Transport 4,000,000 ] o 0 0 000% 4,000,000
000062. Uang Harian 2,000,000 (] 0 o 0 0.00% 2.000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,200,000 ] 450,000 o 450,000 625% 6,750,000
000063. Transport Pengawalan 7,200,000 ] 450,000 0 450,000 625% 6,750,000
05208 Pemindshan (Mutasi) Narapidana 3,150,000 ] 168.000 2.750,000 2,816,000 92.63 % 232,000
521211 Belanjs Bahan 400,000 (] 188,000 o 168,000 42.00 % 232,000
000084. Penggandaan, Penjiidan dan Pelaporan 400,000 ] 168,000 [ 166,000 42.00 % 232,000
524111 Belanja Perjaianan Dinas Biass 2,750,000 o 0 2,750,000 2750,000 100.00 ]
000085. Transport 1,000,000 ] o 1,000,000 1,000,000 100.00 0
000066. Liang harian 1.750.000 ] o 1.750.000 1.750.000 100.00 ]
WA Program Dukungan Mansjemen 7.884,033,000 ] 7.136,407,037 687 423,154 7,823.830,101 0024 % 60,202,809
WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan 7.884,033,000 ] 7.136,407,037 687 423,154 7.823.830,191 99.24 % 80,202,609
EBA Layanan Dukungan Manajemen intamal 7 647,253,000 ] 6,014,842 130 677.572,904 7.582.415,043 00.28 % 54,837,957
EBAO5E Layanan BMN 080,000 ] 450,000 (1] 450,000 45.02 % 530,000
051.04 Penatausahaan dan Pangaiciaan BMN ] 0 450,000 50.00 % 450,000
521211 Belanja Bahan 600,000 ] 0 150,000 25.00 % 450,000
000067, Penggandaan. Penjiidan dan Petaporan 600.000 ] [ 150,000 25.00 % 450,000
524113 Belanja Perjaianan Dinas Dalam Kota 300,000 ] [ 300,000 100.00 (i
000088. Transport lokal 300,000 ] (1] 300,000 100.00 0
05204 Administrasi Pengadaan Barang/Jasa 80,000 o (] o 0 000% 80,000

“Lock Pagu adalah jumiah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah ustlan revisi DIPAIPOK selesai menjadi DIPA.
“SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Jeare/ CIRKH 0 @5 tenrding

PASTI yaa e




LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output: SubOutput; Komponen: SubKomponen; Akun; ltem;
Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU Hal 8 dari 15
521213 Befanja Honor Output Kegiatan 80.000 o o ] 0 0.00 % £0.000
000069, Pajabat Pengadaan Barang/Jasa 50,000 i} o 0 0 000% 50,000
000070. Pokja Pengadaan BAMA 30,000 a o 0 0 000% 30,000
EBA958 Layanan Hubungan Masyarakat 13,200,000 ] 350,000 0 360,000 265 % 12,850,000
051.04 Panyediaan Informasi Publi 7,800,000 0 300,000 0 300,000 3.85% 7,500,000
521211 Belanja Bahan 6,000,000 a [} 0 0 0.00% 6,000,000
000147, Panggandaan, Penjilidan dan Pelaporan 6,000,000 o 0 0 0 0.00% 6,000,000
524113 Belanjs Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,800,000 0 300,000 0 300,000 16.67 % 1,500,000
000148, Transport Iokal 1,800,000 ] 300,000 0 300,000 1667 % 1,500,000
052.04 Kerja sama 5,400,000 o 50,000 0 50,000 0.83 % 5.350,000
521211 Belanja Bahan 3,600,000 i 50,000 0 50,000 1.39 % 3,550,000
000149. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan 3,600,000 0 50,000 ] 50.000 138 % 3.550.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kots 1.800.000 a o 0 0 0.00% 1.800.000
000150, Transport dalam kota 1,800,000 0 0 0 0 0.00% 1,800,000
EBA.G62. Layanan Umum 56,700,000 0 7.324,500 47,781,003 8211 % 10,408,907
051.04  Urusan Umum 33,120,000 0 16,056,503 7,324,500 23,381,003 70.60 % 9,738,907
521211 Belanja Bahan 31,320,000 0 15,756,503 7,324,500 23,081,003 73.60 % 823,907
000143, Penggandaan, Penjiidan dan Pelaporan 6,000,000 i 0 0 0 0.00% 6,000,000
D00144. Spanduk, Banner dan Leaflat 25,320,000 0 15,756,583 7.324,500 23,081,093 91.16 % 2238907
524113 Belanjs Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,800,000 o 300,000 0 300,000 1667 % 1,500,000
000145, Transport Iokal 1,800,000 o 300,000 ] 300.000 16.67 % 1.500.000
052.04  Fasilitas Karja New Narmal 25,070,000 0 24,400,000 0 24,400,000 97.33 % 670,000
*Lock Pagu adalah jumiah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAIPOK selesal menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKompenen; Akun; ltem;
Perinde Desamber 2023
Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
‘Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU Hal @ dari 15
s21247  Belana Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 25,070,000 QH 570,000
D00146. Pengadaan Test Swab untuk kegiatan insidentil 25.070.000 o o 24,400,000 97.33 % &70.000
EBA S04 Layanan Perkantoran 7.574,863,000 2 670.248,404 7,543,833,050 90.50 % 31,049,050
001.0A Pembayaran gaji dan tunjsngan 6,129,440 000 0 5.577,429 665 548,720,793 5,128,150,458 93.95 % 3.280 542
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3,066,968,000 ] 3.680,159,740 286,238,100 3,066.397,840 100.00 70,160
000071. Belanja Gaji Pokok PNS 3,399,774,000 o 3,113,468,680 286,238,100 3,309,704,780 100.00 63,220
000072 Balanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 283,583,000 0 283,582,700 o 283,582,700 100.00 300
D00073. Balanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 283,111,000 o 283,110,360 (1] 283.110.360 100.00 B40
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 94,000 0 75,087 5511 80,508 85.74 % 13.402
000074. Belanja Pembulstan Gaji PNS 78,000 0 50,691 5511 55202 83.59 % 12,708
000075, Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 8,000 0 7.710 ] 7.710 9638 % 200
000076. Balanja Pembulstan Gaji PNS (gail ka 14) 8,000 0 7,686 (] 7,686 96.08 % 314
511121 Belanja Tunj. Suamiflsiri PNS 295,606,000 o 272.170.240 21.800.250 204.070.480 99.15% 2.535.510
000077. Balanja Tunj. Suamifstri PNS 252,510,000 o 230,510,400 21,900,250 252 410,650 99.96 % 90,350
000078. Belanja Tunj. Suamillstri PNS (gaji ke 13) 21,172,000 0 21,100,950 0 21.100.950 99.66 % 72.050
000079, Balanja Tunj. Suamiilstri PNS {gaji ke 14) 23,823,000 0 20,558,800 (] 20,558,800 80.60 % 2,364,110
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 70,054,000 ] 64,806,538 5,240,342 70.046,880 99.99 % 7120
DO00BD. Belanja Tunj Anak PNS 60,128,000 0 54,882,534 5.240 342 60,122 676 99.09 % 6,124
000081. Balanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 4,670,000 0 4,969,120 0 4,069,120 99.98 % 880
DO00B2. Belanja Tunj. Anak PNS gaji ke 14) 4,955,000 0 4,854,884 ] 4854884 100.00 116
511123 Belanja Tunj. Strukiural PNS 70,080,000 0 64,610,000 5,460,000 70,070,000 99.90 % 10,000
000083. Belanja Tunjangan Struktural PNS 60,140,000 o 54,670,000 5,480,000 60.130,000 90.98 % 10.000
000084, Balanja Tunjangan Struktursl PNS (gaji ke 13) 4,670,000 0 4,870,000 0 4,870,000 100.00 0
000085. Balanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) 4,970,000 0 4,870,000 (] 4,970,000 100.00 0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 315,790,000 ] 292 875,000 22 470,000 315,345,000 99.86 % 445,000

“Lock Pagu adalah jumiah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelan usulan revisi DIPAPOK selesal menjadi DIPA.
“SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Jeare/ CIRKH 0 @5 tenrding

PASTI yaa e




LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan, Output: SubOutput; Komponen: SubKomponen; Akun: ftem;
Periode Desember 2023

Kementerian 1013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi o0s DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU Hal 10 dari 15

000086. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14) 22,770,000 o 22,760,000 22,760,000 99.96 % 10,000
000047. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 270,260,000 0 247,505,000 22,470,000 270,085,000 99.03 % 195,000
(000088, Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaj ke 13) 22,760,000 0 22,520,000 0 22,520,000 98.95 % 240,000
511126  Belanja Tunj. PPh PNS 603,000 o 309,100 289,750 508,850 99.31 % 4,150
000029. Belanja Tunjangan PPh PNS 203,000 o o 280,750 280,750 98.80 % 3250
000090. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13} 155,000 0 154,550 0 154550 99.71 % 450
000091. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 155,000 0 154 550 0 154,550 99.71 % 450
511126  Belanja Tunj. Beras PNS 298,819,000 o 277,947,960 21,870,840 299.818,600 100.00 200
000092. Belanja Tunj Baras PNS 299,819,000 o 277,947 960 21.870.840 209.818,800 100.00 200
511129 Belanja Uang Makan PNS 1.085, 746,000 0 801,976 000 183 635,000 1,085.611,000 9909 % 135,000
000093. Belanja Uang Makan Gol. IV 13,408 000 o 0,635,000 3,690,000 13.325.000 9938 % 23,000
000034 Belanja Uang Makan Gol. Il 249,158 000 o 204,908,000 44215000 249,121,000 9999 % 37,000
0000g5. Belanja Uang Makan Gol. 11 823,180,000 o 687,435,000 135,730,000 823,165,000 100.00 15,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 24,180,000 o 22,500,000 1,620,000 24,120,000 9975 % 60,000
000096. Belznja Tunjangan Umum PNS 24,180,000 0 22,500,000 1.620,000 24,120,000 9975 % 80,000
D01.08  Uang Lembur 30,354,000 1] 30,334,000 L] 30,334,000 9903 % 20,000
512211 Belanja Uang Lembur 30,354,000 o 30,334,000 [} 30,334,000 99.03 % 20,000
000097. Uang Lembur Gol IV 225,000 o 225,000 o 225000 100.00 Q
0000%8. Uang lembur Gol. Iil 3,240,000 o 3,240,000 o 3.240,000 100.00 o
000098. Uang Lembur Gol. Il 14,688.000 1] 14,668,000 o 14,668,000 D986 % 20,000
000100. Uang Makan Lambur Gel. IV 123,000 o 123,000 [} 123,000 100.00 ]
000101. Uang Makan lembur Gol. Il 10,080,000 1] 10,080,000 o 10.080.000 100.00 [}
000102. Uang Makan Lambur God. Ill 1,988,000 o 1,958,000 o 1,998,000 100.00 o
D02.0A  Kesshatan Pegawai 250,000 o 0 [} 0 0.00 % 250,000
521811  Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 250,000 o o 1] 0 000% 250,000
“Lock Pagu adalah jumiah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAIPOR selesal menjadi DIPA.
“SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput, Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Perioda Dasember 2023
Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi [ DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS lIB BANJARBARU Hal 11 dari 15
000103. Pemenuhan Kebutuhan Obat-cbatan Pegawai 250,000 0 0 o 0 0.00% 250,000
00208 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 250,700,000 0 258,451,875 o 268,451,875 00.48 % 1,338,125
523111  Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 250,790,000 0 258,451,875 [} 258,451,875 0048 % 1,338,125
000104. Gedung dan Bangunan Tidak Bertingkat 90,000,000 0 88,215,000 o 80,215,000 990.13 % 785,000
000105 Gedung dan Bangunan Bertingkat 125,000,000 0 124,840,875 o 124 B40.875 0071 % 359,125
000106. Halaman 3.000,000 o 2,848,000 o 2,848,000 9827 % 52,000
000166. Tambahan Belania Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 31730000 § 31,736,000 i 21,735,000 99.83 % 55,000
000173. Tambahan ke-2 10,000,000 0 0,913,000 o 9.913,000 99.13 % 87,000
002.0C Pemeliharaan Peralatan Perkantoran 58,900,000 0 41,453,000 1,347,000 42,810,000 72.68 % 16,090,000
523121  Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 58,000,000 0 41,463,000 1,347,000 42,810,000 72.68 % 16,090,000
000107 Komputer 2,190,000 0 1.737.000 445,000 2182000 9963 % 8.000
000108, Instalasi Air 20,426,000 0 20,000,000 o 20,000,000 97 61 % 426,000
000109. Instalasi Listrik 17,534,000 ) 10,525,000 [} 10,525,000 60.03 % 7.009,000
000110 Scanner 500,000 0 0 [} 0 0.00% 500,000
000111. Kulkas 500,000 0 0 [+] 0 0.00% 500,000
000112, Sarana Kamtib 2,000,000 0 870,000 672,000 1,542,000 7710 % 458,000
000113 Printer 2,070,000 0 1,322,000 [} 1,322,000 6386 % 748,000
000114 AC 3,050,000 0 1,730,000 [} 1.730,000 5672 % 1,320,000
000115, Genset 1.500.000 0 1.374.000 o 1.374.000 91.60 % 126.000
000116. Laplop 730,000 0 405,000 230,000 725,000 99.32 % 5,000
000117. Inventaris Kantor 6,900,000 o 3,410,000 o 3,410,000 4042 % 3,490,000
000118. Mesin Fotokopi 500,000 0 0 o 0 0.00% 500,000
000119 TV 500,000 0 0 1] 0 000% 500,000
000120 Jaringan Telepon dan PABX 500,000 0 0 o 0 000% 500,000
00200 Pemeliharaan Kendaraan 83,500,000 o 55.086.814 20,741,381 75.828,195 90.B1 % 7.671.805
523121  Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 83,500,000 0 56,086814 20,741,381 75,828,195 90.81 % 7,671,805

“Lock Pagu adalah jumiah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAIPOK selesal menjadi DIPA.
“SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
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LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; ltem;
Periode Desember 2023
Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja LAPAS KELAS lIB BANJARBARU Hal 12 dari 15
000121. Roda 4 35,000,000 o 35985816 35,985,816 99.96 % 14,184
000122. Roda 2 10,000,000 o 2,919,965 558,177 3479142 3479 % 6,520,858
000123. Trakior 3,500,000 o 2,692,500 ] 2,602,500 76.93 % 807,500
000167 Roda 6 4,000,000 0 1,500,000 2173285 3673285 9183 % 326715
000174. Tambahan Belanja Roda 4 30,000,000 o 11,988 533 18,008,919 29,997 452 99.99 % 2548
0020E  Langganan Daya dan Jasa 793,014,000 (] 722,502,024 70,159,800 792,651,824 90.06 % 352,176
522111  Belanja Langganan Listrik 792,714,000 o 722,502 024 70.158.800 792,661,824 99.09 % 52176
000124. Langganan Listrik 792,714,000 o 722,502 024 70,158,800 792,681,824 90.99 % 52178
522112 Belanja Langganan Telepon 100,000 ] ] (] 0 0O0% 100,000
000125. Langganan Telepon 100,000 o o o 0 0.00% 100,000
522113  Belanja Langganan Air 100,000 o o ] 0 0.00% 100,000
000126, Langganan Air 100,000 0 0 (] 0 000% 100,000
522119  Belanja Langganan Daya dan Jass Lainnya 100,000 o ] o 0 000% 100,000
000127. Langganan Infernat 100,000 o o (+] 0 000% 100,000
0020F Jasa Pos 600,000 0 36,400 500,000 535,400 80.40 % 63,600
521114  Belanja Pangiriman Surat Dinas Pos Pusat 600,000 0 36,400 500,000 535,400 89.40 % 63,600
000128. Surat Pos 600,000 i} 36,400 500,000 536,400 89.40 % 63,600
0020G Keperuan Perkantoran 47,850,000 0 45,306,055 2,470,870 47,776,925 99.85 % 73,075
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 28,750,000 o 28205410 417,000 28.712.410 29.87 % 37.590
000129. Keperiuan Pokok 28,750,000 o 28205410 417,000 28,712,410 99.87 % 37,590
521811  Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 19,100,000 0 17,010,845 2,053,870 19,064,515 90.81 % 35,485
000130. ATK 18,100,000 o 17.010,845 2.053.870 18.084.515 98.81 % 35485
0020H  Konsultasi dan Koordinasi 3,600,000 o 3,000,000 180,000 3,150,000 87.50 % 450,000
524111  Belanja Perjalanan Dinas Bizsa 3,600,000 0 3,000,000 150,000 3,150,000 87.50 % 450,000
000131. Transport 3,600,000 i} 3,000,000 150,000 3.150,000 87.50 % 450,000
00201 Jamuan Tamu 10,000,000 o 0,240,000 (1] 0,240,000 9240 % TED0,000
“Lock Pagu adalah jumiah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAIPOK selesal menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKompanen; Akun; em;
Periods Desember 2023
Kemanterian 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja  : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU Hal 13 dari 15
521211 Belanja Bahan 10,000,000 o 9,240,000 [ 9,240,000 92.40 % 760,000
000132, Jamuan Tamu 10,000,000 0 9,248,000 o 0,240,000 9240 % 760,000
0020)  Honor Operasional Satuan Kerja 86,010,000 o 53,250,000 12,300,000 65,550,000 99.30 % 480,000
521115  Balanja Honor Dperasional Satuan Kerja 86,010,000 o 53,250,000 12,300,000 65,550,000 99.30 % 460,000
000133 Pangaicts GLP 1,800,000 o 1,350,000 450,000 1.800,000 100.00 o
000134 Kuasa Pengguna Anggaran 36,000,000 0 30,000,000 5,000,000 36,000,000 100.00 ]
000135 Pajabat Pembust Komitmen 10.000 o o o 0 000% 10,000
000136 Pejabat Penguji SPM 14,400,000 o 12,000,000 2,400,000 14,400,000 100.00 o
000137 Bendahara Pengeluaran 12,000,000 o 9,000,000 3,000,000 12,000,000 100.00 o
000164 Pengeinla BMN 1,800,000 (1] 800,000 450,000 1.350,000 75.00 % 450,000
0020K  Panambah Daya Tahan Tubuh 71,175,000 o 57,107,223 13,840,560 70,956,783 99.60% 218217
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 71175000 o 57,107,223 13,840,560 70,956,763 99.69% 218217
mﬁ,ﬁ?ﬂzﬁ:ﬂﬁ:ﬁ:ﬁ“"m" Penambaty Daya 71,175,000 0 7,107,223 13,849,560 70,056,783 99.69 % 218217
0020L Penanganan dan Pancegahan Covid- 19 20.400,000 0 20378 490 o 20,378 400 99.89 % 21,510
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 20,400,000 0 20,378,400 o 20,378,400 0088 % 21,510
000139, Masker Non Medis 8,510,000 0 8,501,480 o 8,501,490 99.90 % 8510
0D0140. Hand Sanitiser 10,000,000 o 9,990,000 o 9,090,000 99.90 % 10,000
000141, Cairan Disenfekian 950,000 o 047,840 o 047,040 0.78 % 2,080
000142, Sabun Cuci Tangan 240,000 o 939,060 o 939,060 99.90 % 240
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 174,150,000 o 174,149 838 o 174149808 10000 102
EBB.S71 Layanan Prasarana internal 174,150,000 0 174,149,808 o 174,140.808 100.00 102
B, eremmper o L To 174,150,000 o 174,149,898 [ 174,140,808 100.00 102
533121 Balanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 174,150,000 0 174,149,898 o 174140898 10000 102
00151, Perbaikan Jaringan/Penambahan Instaiasi Listik 174,150,000 o 174,149,808 o 174,140.808 100.00 102
Lock Pagu adalah jumiah pagy yang sedang dalam proses usulan revis DIPA atau POK. Lock pagy akan hilang setelah usulan revisi DIPATPOK sslesal menjadi DIPA.
“SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebaga realisasi akhir
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LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output: SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; ltem;
Periode Desember 2023

Kementerian 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS lIB BANJARBARU Hal 14 dan 15
EBC Layanan Manajamen SDM Intarmal 47 470,000 a 45,130,000 71,000 45.201,000 9522 % 2.269,000
EBC.954 Layanan Manajamen SOM 47 470,000 o 45,130,000 71.000 45201000 8522 %
051.0A Pembinaan Fisik dan Mental 47,170,000 o 44,080,000 o 44 080,000 05.36 % 2,190,000
521211 Belanja Bahan 3,450,000 o 1,860,000 o 1,860,000 53.01 % 1,590,000
000152 Snack 3,450,000 o 1,860,000 (1] 1,860,000 5301 % 1,580,000
521219  Belanja Barang Non Operasional Lainnys 43,120,000 '] 43,120,000 o 43,120,000 100.00 o
000153, Kegiatan FMD 34,500,000 0 34,500,000 o 34 500,000 100.00 o
000169. Tambahan Belanja Kegiatan FMD B.620,000 o B.620.000 o B.620,000 100.00 ']
522151  Belanja Jasa Profesi 600,000 o a o 0 0.00% 600,000
000154, Honorarium Narasumber 600,000 0 a o 0 0.00% 600,000
052.0A Administrasi Kepegawaian 300,000 o 150,000 71,000 221,000 7367 % 79,000
521211 Belanja Bahan 300.000 o 150,000 71.000 221000 73.67 % 79,000
000155 Penggandaan dan Penjilidan 300,000 o 150,000 71.000 221,000 7367 % 79.000
EBD Layanan Manajemen Kinerja intermnal 15,160,000 o 2,285,000 0.778,250 12,084,250 79.58 % 3,005750
EBD9252 | ayanan Perencansan dan Penganggaran 800,000 '] 160,000 300,000 450,000 5825 % 350,000
051.0A Penyusunan RKAKL 800,000 o 150,000 300,000 450,000 56.25% 350,000
£21211  Belanja Bahan 200,000 0 150,000 4] 150,000 75.00 % 50,000
000156. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan 200.000 o 150,000 L] 150,000 75.00 % 50,000
£24113  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600,000 o a 300,000 300,000 50.00 % 300,000
000157. Transport dalam kota 600,000 o o 300,000 300,000 50.00 % 300,000
EBD253 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 3,010,000 o 450,000 750,000 2492 % 2,260,000
051.0A Penyusunan Laporan Kinerja 3,010,000 o 450,000 300,000 750000 24.92% 2,260,000

“Lock Pagu adalah jumizh pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPAIPOK selesal menjadi DIPA.
“SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan, Output; SubOutput; Komponen: SubKomponen, Akun; ftem;

Periode Desember 2023
Kementerian 1013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisas| 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU Hal 15 dari 15
521211 Belanja Bahan 2.410,000 o 150,000 150,000 8.22 % 2,260,000
000162. Penggandaan. Penjilidan dan Pelaporan 2410,000 o 150.000 [ 150000 B6.22 % 2.260.000
524113 Belanja Perjatanan Dinas Dalam Kota 600,000 o 300,000 300,000 600,000 100.00 0
000163 Transport dalam kota 600,000 o 300,000 300,000 600,000 100.00 a
EBD 255 Layanan Manajemen Keuangan 000,000 o 435,000 [¢] 435000 48.33 % 465,000
051.0A Pengelola Sistem Akuntansi 900,000 0 [+ 435000 4833 % 465,000
521211  Belanja Bahan 600,000 o 0 285,000 47.50 % 315,000
000160. Penggandaan, Penjilidan dan Palaporan 600,000 o o 285,000 47.50 % 315,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000 o [ 150,000 50.00 % 150,000
000161 Tranport dalam Kota 300,000 o o 150,000 5000 % 150,000
EBD 961 Layanan Reformasi Kinarja 10,450,000 o 1,260,000 9,179,250 10,429,250 90 B0 % 20,750
S kel (2 7o i v,
051.0A Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 10,450,000 o 1,250,000 9,179,250 10,420,250 0080 % 20,750
£21211  Belanja Bahan 10,000,000 0 800,000 9,179,250 0,979,250 80.79 % 20,750
000158 Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan 10,000,000 L] 800,000 9,179,250 9,979,250 00.79 % 20,750
524113 Belanja Perjatanan Dinas Dalam Kota 450,000 o 450,000 [ 450,000 100.00 0
000158, Transport dalam kota 450,000 o 450,000 1) 450000 100.00 a

“Lock Pagu adalah jumiah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang seteiah usuian revisi DIPA/POK selesal menjadi DIPA.
“SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
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C. Capaian Kinerja Anggaran
1. Nilai SMART/Capaian RO

Capaian Kinerja Anggaran menggunakan aplikasi SAKTI dengan tujuan
penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja untuk memudahkan K/L dalam
melakukan monev kinerja program secara mandiri (self evaluation).

Saat ini penilaian target kinerja tidak lagi melalui Aplikasi SMART namun
sudah termasuk di dalam Aplikasi SAKTI Keuangan pada bagian Realisasi
Capaian Output.

Nilai kinerja pada Aplikasi SAKTI Tahun Anggaran 2023 Lapas Kelas IIB

Banjarbaru dapat disampaikan dalam sebagai berikut :
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LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2023
Periode s.d bilan : 02305
Kementatian Negara/Lembaga + 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Eselon 1 : 013,05 - DITJEN PEMASYARAKATAN
WilayahiProvinsl 1 15.52 - KOTA BANJARBARU/KALIMANTAN SELATAN Halaman 1
Satuan Kerja - 684001 - LAPAS KELAS IIE BANJARBARU Tanggal Celak 28-06-2023
BELANJA KELUARAN
Kode Uralan Reall GAP Referensi Keterangan
sasi Volume
Pagu Realisasi | Persentase Target Satuan ol Progress Capalan
1] KETERTIBAN DAN KEAMANAN 22,927,939,000.00 9,738,014, 243.00 A24T%
03 PEMBINAAN HUKLIM 5342,520,000.00|  3,379,020,337.00 B3.25%
WA Program Dukungan Manajemen 5,342,520,000.00 3,379,029 337.00 B3.25%
Dukungan Manajemen dan Teknls ’
6231 Lainnya UPT Pemasyarakatan 5,342 520,000.00 3,37,028,337.00 B3.25%
EBA Layanan Dukungan Manajemen intemal 5,114,360,000.00 3,202,169,439.00 BLE1%

{ 02 ) Kegiatan sudah dilsksanakan, namun | dihitung secara profesional berdasarkan
456 0,600,000.00 150,000.00 1.56% 1.0000 1.0000 50.4% 48.54% pertanggungjawaban keuangan belum Jumiah bulan yang dilelul
dilzkukanimasih dalam proses

{02 ) Kegistan sudah dilsksanakan, namun |  dihitung secara profesional berdasarkan

958 13.200,000.00 50,000.00 0:38% 1.0000 1.0000 50.48% 50.4% pertanggung|ewaban keuangan belum Jumiah bulan yang dilalul
dilzkukanimasih dalam proses
dihitung secara profesional berdasarkan
962 58,190,000.00 31,883,123.00 B4.91% 1.0000 1.0000 A% AB% (0e) Jumizh butan yang dilelui
dihitung secara profesional berdasarkan
a4 503337000000 3,470,016, 316.00 62.88% 1.0000 1.0000 80.1% A288% (00} jumiah bulan yang diialul
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Intermal 174,150,000.00 174,149,892.00 100%

dihitung secara profesional berdasarkan
an 174.150.000.00 174,145,838.00 100% 1.0000 1.0000 100% % (00 ) Jumiah bulan yang dilalui

EBC Layanan Manajemen SDM Internal 33,850,000.00 2,010,000.00 54T%
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BELANJA KELUARAN
Kode Uralan Realisasi Valume GAP Referensi Keterangan
Pagu Realisasi | Persentase Target Satuan RO Progress Capalan
(02 ) Kegiatan sudah diisksanaken, namun | dihitung secara profesional berdasarkan
854 38.850.000.00 2,010,000.00 5AT% 115.0000 60.0000 0.4% 4.93% pertanggung|awaban keuangan belum |umiah bulan yang ditalul
diiakukanimasih dalam proses
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 15,160,000.00 700,000.00 4E2%
(02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun | dihitung secara prolesional berdasarkan
852 B00,000.00 150,000.00 18.75% 1.0000 1.0000 501% 31.36% pertanggungjawaban keuangan balum Jumizh butan yang dilalul
dilakukanimasih dalam proses
( 02 ) Keglatan sudah diisksanakan, namun | dihitung secara profesional berdasarian
953 3.010,000.00 150,000.00 438% 1.0000 1.0000 50.1% 4547% pertanggungjawaban keuangan belum |umish bulan yang difalul
dilakukanimasih dalam proses
(02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun | dihitung secara profesional berdasarkan
835 800,000.00 200,000.00 222% 1.0000 1.0000 50.1% 788N pertanggung|awaban keuangan balum Jumiah bulan yang dilalul
diiskukanimasih dalam proses
(02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun |  dihitung secara profesional bardasarkan
961 10.450,000.00 200,000.00 191% 1.0000 1.0000 50.1% A519% pertanggung/awaban keuangan belum Jumniah bulan yang dilslul
dilakukanimasih dalam proses
[} LEMBAGA PEMASYARAKATAN 17,585.469,000.00 6,358,984,906.00 3616%
BF Fromn Ponegatan d Plspénmd nsssaesonn|  easeseammene|  sten
5252 m’y‘l':“““"" Pemasyarakatan s aea00000|  sasEseAg0e00|  sefe%
BOC Fasilitas! den Pembinaan Masyarakat 17,530,169,000.00 B,335,526,608.00 3E14%
(02 ) Kegiatan sudah diisksanakan, namun | dihitung secara prolesional bardasarkan
og2 98, 100,000.00 4,018,000.00 B8% 2,000.0000 £30.0000 50.1% 41.3% pertanggungjawaban keuangan belum Jumish bulan yang dilalul
dilakukanimasih dalam proses
dihituny secara profesional berdasarkan
004 16,800,64%9.000.00 6,070,670,131.00 36.43% 2,003.0000 B30.0000 80.1% 13.07% (00} Jumizh bulan yang dilalul
{02 ) Keglatan sudah dliaksanakan, namun | dihitung secara profesional berdasarkan
006 76,600, 00.00 18,600,000.00 25.50% 40.0000 15.0000 50.4% 24.51% pertanggung|ewaban keuangan belum jumiah bulan yang dilalul
dilakukanimasih dalam proses
dihitung secara profesional berdasarkan
ooz 583,820,000.00 241,240 475.00 A083% 180.0000 61.0000 50.1% 0.47% (00} Jumiah buian yang dilalul
BHB Operasi Bidang Keamanan 55,300,000.00 23,456,300.00 A242%
diiitung secara profesional berdasarkan
ooz 55.300,00.00 23,456,300.00 A242% 120000 4.0000 80.1% T.68% (00} Jumiah bulan yang dilalul
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2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA di Lapas Kelas IIB Banjarbaru bertujuan untuk mengukur
kualitas kinerja anggaran belanja kementerian/lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan,
efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.
Berikut Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA di Lapas Kelas IIB Banjarbaru pada Tahun
Anggaran 2023 yaitu sebesar 99,17 yang dapat dilihat sebagai tabel berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lapas Kelas IIB Banjarbaru

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

Kualitas Kualitas Hasil
Perencanaan Kualitas Pelaksanaaan Anggaran Pelaksanaaan - .
Anggaran Anggaran - . Nilai Akhir
No Kode | Kode | Kode Uraian Satker | K Nilai | Konversi (Nilai
KPPN | BA | Satker el T Total Bobot Total/Konversi
Revisi I'I!)a Bl‘a’:'::ln Penyerapan Belanja Penyelesaian | Pengelolaan | Dispensasi Capaian Bobot)
DIPA 1l DIPA Anggaran Kontraktual Tagihan UP dan TUP SPM Output
Nilai 100.00 91.66 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
LAPAS KELAS | Bobot 10 10 20 10 10 10 5 25
1 045 013 | 684001 | B 99.17 100% 99.17
BANJARBARU | Nilai Akhir 10.00 9.17 20.00 10.00 10.00 10.00 5.00 25.00
Nilai Aspek 95.83 100.00 100.00
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D. Capaian Kinerja Lainnya

E-Performance

Capaian Kinerja lainnya juga dapat dilihat pada aplikasi E-Performance Kementerian Hukum dan Ham. Aplikasi
ini adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses
pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit Lapas Kelas
IIB Banjarbaru.

Aplikasi E-Performance menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran Kkinerja, keterkaitan/sub
kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.
Berikut Laporan Kinerja Realisasi Anggaran berdasarkan Target pencapaian kinerja di Lapas Kelas IIB

Banjarbaru dalam Aplikasi E-Performance.
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Target Kinerja

Capaian Kinerja lainnya juga dapat dilihat pada Capaian Kinerja aplikasi
SAKTI modul Pejabat Pembuat Komitmen. Capaian Kinerja ini menunjukkan
seberapa tinggi capaian kinerja yang telah di tempuh oleh sebuah satuan
kerja dalam hal ini yaitu Lapas Kelas IIB Banjarbaru pada Tahun Anggaran
2023. Nilai capaian kinerja ini bertujuan untuk memudahkan proses
pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan
akuntabilitas dan kinerja unit Lapas Kelas IIB Banjarbaru.

Target kinerja Lembaga Pemasyarakatan juga sudah tertuang dalam

Perjanjian Kinerja yang di jabarkan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan | Persentase = pemenuhan layanan 80%
Narapidana/Tahanan/Anak, makanan bagi Tahanan
Pengendalian Penyakit Menular dan | /Narapidana/Anak sesuai dengan
Peningkatan Kualitas Hidup | standar
Narapidana Peserta Rehabilitasi | Persentase Tahanan/Narapidana/ 94%
Narkotika di wilayah Anak mendapatkan layanan
kesehatan (preventif) secara
berkualitas
Persentase narapidana yang 97%
mendapatkan hak remisi
Persentase Tahanan/Narapidana/ 80%
Anak yang mengalami gangguan
mental dapat tertangani
Persentase tahanan/narapidana lansia 85%
yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
Persentase tahanan/narapidana/anak 85%
berkebutuhan khusus (Disabilitas)
yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
Persentase keberhasilan penanganan 80%
penyakit menular HIV-AIDS (ditekan
jumlah virusnya) dan TB Positif
(berhasil sembuh)
2. | Meningkatnya Pelayanan | Persentase narapidana yang 70%
Pembinaan Kepribadian, Pelatihan | memperolen nilai  baik  dengan
Vokasi, Pendidikan dan Penanganan | predikat memuaskan pada instrument
Narapidana Resiko Tinggi penilaian kepribadian
Persentase narapidana yang 99%
mendapatkan hak remisi
Persentase narapidana yang 85%
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mendapatkan hak integrasi

Persentase narapidana yang 85%
mendapatkan hak Pendidikan
Persentase Narapidana resiko tinggi 17%
yang berubah perilakunya menjadi
Sadar, Patuh dan Dispilin
Meningkatnya Pelayanan Keamanan | Persentase pengaduan yang 85%
dan Ketertiban di wilayah sesuai | ditindaklanjuti sesuai standar
standar Persentase gangguan kamtib yang 80%
dapat dicegah
Persentase kepatuhan dan disiplin 85%
terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak pelaku
gangguan kamtib
Persentase pemulihan kondisi 80%
keamanan pasca gangguan kamtib
secara tuntas
Meningkatnya Dukungan Layanan Tersusunnya dokumen rencana Kerja, | 1 Layanan
Manajemen Satker anggaran UPT Pemasyarakatan dan
pelaporan yang akuntabel tepat waktu
Tersusunnya dokumen pengelolaan 1 Layanan
BMN dan Kerumah tanggaan
Terpenuhinya data dan peningkatan 1 Layanan
kompetensi pegawai pemasyarakatan
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan | 1 Layanan
Anggaran dan laporan keuangan yang
akuntabel dan tepat waktu
Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan
Jumlah Kendaraan Bermotor 1 Layanan
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan | 1 Layanan
Komunikasi
Jumlah Peralatan dan Fasilitas 1 Layanan
Perkantoran
Jumlah Gedung/Bangunan 1 Layanan
Nilai IKPA 100
Nilai SMART 100

Dan berikut Laporan Kinerja Realisasi

Anggaran berdasarkan Target

pencapaian kinerja di Lapas Kelas IIB Banjarbaru dalam penilaian Capaian

Kinerja :
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LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2023
Periode s.d bulan . 202305
Kemantatian Negara/Lembaga < 113 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIARI
Esalon 1 : 013.05 - DITJEN PEMASYARAKATAN
Wilayah/Provinsi : 15.52 - KOTA BANJARBARUMKALIMANTAN SELATAN Halaman : 1
Satuan Kerja : 634001 - LAPAS KELAS [18 BANJARBARL Tanggal Celak 26-06-2023
BELANJA KELUARAN
Kode Uralan Re GAP Referensi Keterangan
sasi Volume
Pagu Realisasi | Persentase Target Satuan o RO Progress Capalan
3 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 22,927,988,000.00 9,738,014,243.00 A247%
L] PEMBINAAN HUKUM 5,342,520,000.00 3,378,028,337.00 B3.25%
Wa Program Dukungan Manajemen 5,342.520,000.00 3,379,029,337.00 B3.25%
Dukungan Manajemen dan Teknls A
23 Lainnya UPT Pemasyarahatan 5,342,520,000.00 3,370,028,337.00 B3.25%
EBA Layanen Dukungan Manajemen Iniemal 5,114 360,000.00 3,202,169,433.00 BZE1%
{ 02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun |  dihitung secara profesional berdasarkan
456 ,600.000.00 150,000.00 1.56% 1.0000 1.0000 50.4% A5.54% perianggungjawaban keuangan belum |umiah bulan yang dilalul
dilakukanimasih dalam proses
{02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun |  dihitung secars profesional berdasarkan
858 13.200.000.00 50,000.00 0.38% 1.0000 1.0000 50.48% 50.4% pertanggungjawaban keuangan balum |umiah bulan yang dilalul
dilakukanimasih dalam proses

dinitung secara profesional berdasarkan
962 58,190,000.00 31,883,123.00 B4.91% 1.0000 1.0000 50.1% -481% (o) Jumizh bulan yang dilalul

dihitung secara profesional berdasarkan
084 5,033.370,000.00 3,170,016,316.00 B298% 1.0000 1.0000 50.4% 12.88% (00 Jumiah bulan yang dilalul
EBB Layanen Sarana dan Prasarana Internal 174,150,000.00 174,149,898.00 100%

dihitung secars profeslonal berdasarkan
an 174,150.000.00 174,148,893.00 100% 1.0000 1.0000 100% [} (oo} Jumizh buizn yang ditalul
EBC Layanan Manajemen SOM Internal 38 ,850,000.00 2,010,000.00 51T%
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BELANJA KELUARAN
Kode Uraian Realisasi Volume GAP Referensi Keterangan
Pagu Realisasi | Persentase Target Satuan RO Progress Capalan
(02 ) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun | dihitung secara profesional berdasarken
854 33.850,000.00 2,010,000.00 51T% 115.0000 60.0000 4% 4.93% pertanggung|ewaban keuangan belum Jumizh buban yang dilalul
diiakukanimasih dalam proses
EBD Layanan Manajemen Kinarja Internal 15,160,000.00 700,000.00 a62%
| 02) Keplatan sudah ditaksanakan, namun | dibitung secara profesional berdasarkan
852 B00,000.00 150,000.00 18.75% 1.0000 1.0000 50.1% 3.35% pertanggungawaban keuangan belum Jumiah bulan yang dilalul
dilekukanimasih dalam proses
( 02 ) Keglatan sudah dilaksanakan, namun | dihitung secara profesional berdasarkan
953 3.010,000.00 150,000.00 436% 1.0000 1.0000 50.1% 45.42% pertanggungawaban keuangan belum Jumitzh buten yang ditalul
dilzkukanimasih dalam proses
| 02 ) Keglatan sudah dilaksanakan, namun | dihitung secara profesional berdaserkan
855 00,000.00 200,000.00 222% 1.0000 1.0000 504% 27 B8% peranggung|awaban keuangan belum Jumiah bulen yang dilalul
ditakukanimazih dalam proses
| 02 ) Keglatan sudah ditaksanakan, namun | dihifung secara profesional berdasarkan
961 10.450,000.00 200,000.00 131% 1.0000 1.0000 50.4% 4519 pertanggungjawaben keuangan belum Jumizh bulan yang dilalul
dilakukanimasih dalam proses
05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN 17,585,469,000.00 6,358,984,906.00 36.16%
o Frogram Panegalan dac Peltyanan saseen000n| lseseesson|  1E%
Hulkum
5252 mm:’ﬂ”‘m” Papmymrrkat. ) i7sese000000  63segmagoe|  361EN
BOC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 17,530, 169,000.00 ,335,528,606.00 3614%
( 02 ) Keglatan sudah dilaksanakan, namun | dihitung secara profesional berdasarkan
Uik} 99,100,000.00 4,018,000.00 B8% 2,000.0000 £30.0000 50.1% 43.3% pertanggungjawaban keuangan belum Jumiah bulan yang dilalul
dilakukanimasih dalam proses
dihitung sacara profesional berdasarkan
004 16,800,649,000.00 £,070,670,131.00 36.43% 2,003.0000 B30.0000 .1% 12.07% {00} Jumizh buban yang dilalul
( 02 ) Keglatan sudah dilaksanakan, namun | dihitung secara profesional berdasarkan
006 76,600,000.00 18,600,000.00 2550% 40.0000 15.0000 0.4% 24.51% pertanggungjewaban keuangan belum jumizh bulan yang dilalul
dilakukanimasih dalam proses
dihitung secara profesional berdasarkan
a7 594,820,000.00 241,40 475,00 4063% 180.0000 61,0000 50.1% B.47% {00) Jumiah butan yang dilalul
BHB Operasl Bidang Keamanan §5,300,000.00 23,456,300.00 A242%
dihitung secara profesional berdasarkan
0z 55,300.000.00 13,456,300.00 4242% 12.0000 4.0000 504% 7.68% (00} Jumiah butan yang dilalul
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E-Monev Bappenas

Capaian Kinerja lainnya juga dapat dilihat pada aplikasi E-Monev Bappenas. Aplikasi ini adalah aplikasi sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan
pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit Lapas Kelas IIB Banjarbaru.
Aplikasi E-Monev Bappenas menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan/sub
kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.
Berikut Laporan Kinerja Realisasi Anggaran berdasarkan Target pencapaian kinerja di Lapas Kelas IIB
Banjarbaru dalam Aplikasi E-Performance.

== e-mmonev.bappenas.go.id/ 2022/K8

584001

MESEA : LAFAS WKELAS UE

Pelaksanaan dan Serapan A oharsn

amg

T T P

B B ~en mAET Jar

(]
U
]

=

-

PAST/ tata

auPg, .
e )y P rgh o
W) icare/ KRN HERU tearding £ ) s sietest

we




e Q W o 3
e

Sebaran Waregori Pelaksanaan

Parsantases Kamanfaatan
i bk

-
—
.
kS
Y
L ¥ - LY e " = LY AL L
@ Esiengkapon Pelapoaran Dota Reakzosi Rincion Output
JAN FEB MAR APR FAE] JUn JuL AL SEP T NOw DES
= = L] = =] L] L = -] -] = L]
e 100 na 1ae ra m Y0 oa o aa =a ]

o
teare) EIEEN e

i G
R learning i
PAST] Mvata :




- Kegiatan Prioritas Nasional
Pada Tahun 2023 ini tidak terdapat Kegiatan Prioritas Nasional yang

dikerjakan.
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Bab IV

Penutup

a. Kesimpulan

Secara umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Banjarbaru telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan kebijakan
yang telah ditetapkan. Harus diakui keterbatasan fasilitas sangat menghambat kinerja
Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di masing-masing lingkungan
kerja, hal lain seperti hambatan teknis yang juga masih membutuhkan perhatian

berbagai pihak khususnya pemerintah pusat.

Pandemi Covid-19 yang telah lalu, menjadi pedoman baru dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi. SOP baru yang dibentuk saat terjadinya pandemi, apabila masih relevan,
maka akan terus dipertahankan. Namun apabila tidak relevan atau tidak diperlukan lagi,

maka SOP tersebut akan dihentikan secara total.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas karena kurangnya
pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional sebagai penunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk minimnya Pejabat yang memiliki kompetensi

yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Sarana dan prasarana yang kurang mendukung baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Banjarbaru masih perlu penambahan seperti Rumah Dinas Kepala, Pejabat
Struktural dan staf. Guna mobilitas operasional satuan kerja berupa kendaraan dinas

roda 4 (empat) juga perlu dilakukan penambahan dan peremajaan.

Termasuk juga peremajaan dan penggantian sarana dan prasarana kerja seperti meja,

kursi pejabat / pegawai dan meja/ kursi rapat.

Meskipun demikian, di tengah keterbatasan tersebut, upaya untuk mengatasi

permasalahan terus dilakukan baik itu melalui kebijakan pimpinan maupun inisiatif dan
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inovatif yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan, khususnya dalam melayani kebutuhan
masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Warga Binaan Pemasyarakatan

yang ada di dalam Lapas.

Namun segala hal tersebut diatas tentu saja harus didukung dengan kesejahteraan
yang memadai bagi pegawai guna mendorong bekerja lebih baik sekaligus
mengantisipasi praktek-praktek seperti pengutan liar dan perbuatan lain yang

bertentangan dengan peraturan.

b. Saran

v' Perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas
maupun kualitas, mengingat kompleksitas kebutuhan masyarakat dewasa ini,
selain itu pembangunan hukum menuntut perubahan yang bersifat terus
menerus. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru dalam melayani kebutuhan hukum
masyarakat;

v' Perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan secara konsisten dan
berkesinambungan, baik diklat teknis, diklat fungsional maupun diklat
penjenjangan khususnya petugas pengamanan pemasyarakatan, perlu mengikuti
pendidikan dan pelatihan dasar pemasyarakatan, seperti kesamaptaan dan lain-
lain, serta dilaksankannya roling jabatan secara berkala; dan

v' Peningkatan Sarana dan Prasarana di satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIB Banjarbaru
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Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Banjarbaru disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sekaligus

sebagai bahan periksa.
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KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2023
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Penghargaan Satuan Kerja dengan IKPA Tertinggi Periode Tahun 2023 dari

KPPN Banjarmasin
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KEMENTERIAN KEUANGAN o
Ao etk TG e MRS PR AL LI BIPh

HETARA TIE AT BANJANSASS

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : KEP-46/KPN.1801/2024

DIBERIKAN KEPADA

SEBAGAI

KINER.JA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023
KATEGORI SATKER PAGU BESAR

BANJAAMASIN, 6 FEBRUARI 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
NEGARA TIPE A1 BANJARMASIN,

- Ditandatangan| secara elekironik g 3
HAR®EAL TRI ANANTO PUTRO (InTress
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@ KEMENTERIAN KEUANGAN J_)
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
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HEGARA TIFE &1

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : KEP-50/KPN.1901/2024

DIBERIKAN KEFADA

SEBAGAI

CAPAIAN OUTPUT TAHUN ANGGARAN 2023
KATEGORI SATKER TARGET OUTPUT SEDANG

BANJARMASIN, 6 FEBRUARI 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
NEGARA TIFE A1 BANJARMASIN,

Ditandatanganl secara elektronik Ty
HAN®EAL TRI ANANTO PUTRO (Inlress
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KEMENTERIAN KEUANGAN J_)
s DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 158

PIAGAM PENGHARGAAN

MNomor : KEP-59/KPN.1801/2024

DIBERIKAN KEFPADA

SEBAGAI

BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
KATEGORI SATKER PAGU BESAR

BANJARMASIN, 6 FEBRUARI 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
NEGARA TIPE A1 BANJARMASIN,

- Ditandatangani secara elekironik
HARBEAL TRI ANANTO PUTRO
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